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ABSTRAK 

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting untuk dicatatkan, Pernikahan yang 

tidak dicatatkan menjadi momok permasalahan yang sensitif ditengah masyarakat 

serta hukum. Sehingga jika anak yang lahir dianggap sebagai anak di luar nikah. 

Dan anak yang lahir di luar nikah di anggap hina dan dipandang sebelah mata oleh 

masyarakat. Walaupun pernikahan tersebut dilakukan sesuai ajaran agama namun 

tetap saja hal tersebut dianggap menyalahi aturan yang berdampak pernikhan 

tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Pasal 28 B Ayat 2 UUD 1945 menyatakan 

bahwa tujuan diadakanya pencatatan pernikahan agar memiliki kekuatan hukum 

dan melindungi hak istri dan anak. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu memperoleh informasi mengenai penyebab 

terjadinya asal usul anak. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif, yaitu penelitian yang menyajikan data secara rinci dan mendalam 

mengenai manusia, kondisi, serta berbagai masalah di sekitarnya. Pendekatan yang 

digunakan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif analisis. 

Penelitian ini menekankan pengumpulan data langsung di lapangan, dengan mengambil 

data dari Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah, Pentingnya pencatatan pernikahan oleh 

pasangan suami istri di kantor pencatatan nikah atau KUA, walaupun pernikahan 

tersebut sah secara agama namun tidak menurut negara. Pernikahan yang tidak 

diakui oleh negara tidak dianggap sah dan tidak ada payung hukum atasnya. Maka 

hal tersebut akan berdampak negatif pada status anak yang akan dilahirkan. Dari 

adanya pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah siri sangat merugikan dari 

pihak perempuan dan anak. Terkhusus anak, yang tidak mendapatkan status Atau 

hubungan hukum dengan ayah kandung, nafkah, warisan, dan pendidikan yang 

tidak dijaminkan kepada sang ayah. 

Kata Kunci: Anak Luar Nikah, Pernikahan 
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ABSTRACT 

Marriage is very important to be registered, marriage that is not registered is a 

sensitive issue in society and the law. So if the child born is considered a child out 

of wedlock. And children born out of wedlock are considered despicable and 

underestimated by society. Even though the marriage is carried out according to 

religious teachings, it is still considered to violate the rules which have an impact 

on the marriage having no legal force. Article 28 B Paragraph 2 of the 1945 

Constitution states that the purpose of marriage registration is to have legal force 

and protect the rights of wives and children. 

The purpose of this research is to obtain information about the causes of the origin 

of children. Judging from its nature, this research is descriptive research, which is 

research that presents detailed and in-depth data about humans, conditions, and 

various problems around them. The approach used by researchers in writing this 

thesis is descriptive analysis research. This research emphasizes direct data 

collection in the field, by taking data from the Demak Class 1 B Religious Court. 

The results obtained from this research are that the importance of recording 

marriages by married couples at the marriage registration office or KUA, even 

though the marriage is legal in religion but not according to the state. Marriages 

that are not recognized by the state are not considered valid and there is no legal 

umbrella over them. So this will have a negative impact on the status of the child 

who will be born. The existence of an unregistered marriage or nikah siri is very 

detrimental to women and children. Especially children, who do not get status or 

legal relationships with biological fathers, maintenance, inheritance, and 

education that are not guaranteed to the father. 

Keywords: Unmarried Children, Marriage 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bagi masyarakat pernikahan merupakan hal yang sangat penting 

untuk dicatatkan, hal tersebut dilakukan supaya pasangan yang sudah terikat 

dalam suatu hubungan suami istri memiliki kekuatan hukum dan adanyan 

status hukum yang sah akan pernikahannya. Pernikahan tersebut harus di 

buktikan dengan dengan dokumen resmi yang menyatakan bahwa pasangan 

tersebut benar-benar sudah menikah, hal tersebut pula yang menjadi dasar 

dari status hukum seorang anak yang terlahir dari pernikahan tersebut. 

Akibat dari pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan adalah 

bahwa pasangan tersebut tidak bisa membuktikan status dari pernikahan 

tersebut dikarenakan tidak adanya akta pernikahan dan timbulnya masalah 

lain. Yaitu tidak adanya jaminan hukum atau kejelasan status dari 

pernikahan tersebut di mata hukum dan negara.sehinggga tidak ada 

kejelasan terkait konsekuensi hukum baik dari hak dan kewajiban bagi 

pasangan tersebut terutama bagi sang anak karena pernikahan kedua orang 

tuanya yang tidak dicatatkan.1

 
1 Nurani Sunge, 2018, “Analisis Yuridis Terhadap Asal Usul Anak Yang Ditetapkan Melalui 
Penelitian Pengadilan Agama”, Skripsi Universitas Gorontalo 
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Pernikahan yang tidak dicatatkan menjadi momok permasalahan 

yang sensitif ditengah masyarakat serta hukum. Sehingga jika anak yang 

lahir dianggap sebagai anak di luar nikah. Dan anak yang lahir di luar nikah 

di anggap hina dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Walaupun 

pernikahan tersebut dilakukan sesuai ajaran agama namun tetap saja hal 

tersebut dianggap menyalahi aturan yang berdampak pernikhan tersebut 

tidak memiliki kekuatan hukum. Hal tersebut sesuai dengan UU No. 1 

Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah tidak 

memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya dan menyebabkan 

tidak ada kekuatan hukum yang menjamin hak dari si anak seperti hak 

jaminan hukum, pendidikan, dan hak atas warisan.   

Pasal 28 B Ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa tujuan diadakanya 

pencatatan pernikahan agar memiliki kekuatan hukum dan melindungi hak 

istri dan anak. Salah satu hak anak yang dijamin hukum adalah bahwa setiap 

anak sejak lahir memiliki hak untu hidup, tumbuh, dan berkembang, serta 

mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.2 

Perkawinan dianggap sah jika dijalankan menurut agama serta 

kepercayaannya. Apabila suatu perkawinan yang dilakukan bertentangan 

dengan ketentuan agama dan kepercayaannya itu, dengan sendirinya 

 
2 Farakhatul Fadhila, 2023, “Asal Usul Anak Diluar Pernikahan (Studi Perbandingan antara 
Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 135∕Pdt.P∕2020∕PA.JS dengan Penetapan 
Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 283∕Pdt.P∕2020∕PA.Bjm), Skripsi UIN K.H. Abdurrahman 
Wahid, Pekalongan, hlm. 1 
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meinurut hukum Peirkawinan beilum sah dan tidak meimpunyai akibat hukum 

seibagai ikatan peirkawinan. Peirnikahan yang dilangsungkan dalam keiadaan 

keikurangan syarat maka peirnikahan teirseibut fasid hukumnya, dan jika tidak 

meimeinuhi rukunnya maka bathil hukumnya, hukum keidua peirnikahan 

teirseibut sama-sama tidak sah. 

Peiradilan Agama meirupakan leimbaga yang meinjalankan 

weiweinang peiradilan bagi orang Islam yang seidang meingupayakan 

keiadilan dalam peirkara teirteintu.3 Keiweinangan mutlak Peingadilan Agama 

diantaranya meimutuskan, meininjau, dan meingakhiri peirkara pada tingkat 

peirtama yang meilibatkan orang yang beiragama Islam dalam urusan 

keiwarisan, wasiat, hibah, peirkawinan, seideikah, eikonomi syariah dan 

wakaf.4 Salah satu weiweinang Peingadilan Agama dalam urusan peirkawinan 

adalah meineintukan asal-usul seiorang anak. 

Seibagaimana yang teirtuang didalam UU No. 1 Tahun 1974, 

meingeinai peirnikahan. Peirnikahan meirupakan hubungan fisik dan 

eimosional antara pria dan wanita seibagai suami istri untuk meimbagun 

keiluarga yang   sakinah mawadah warahmah guna meinyeimpurnakan ibadah 

keipada Allah SWT.5 

 
3 Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 teintang Peirubahan Atas Undang-undang Nomor 
7 tahun 1989 teintang Peiradilan Agama, Lembaran Neigara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
22, Pasal 2, dari https://jdih.setkab.go.id/ Diakseis pada 8 November 2021 
4 Ibid, Pasal 49 
5 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Teintang Peirkawinan, BAB Teintang Dasar 
Perkawinan, Pasal 1 
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Peirkawinan dinyatakan sah jika dilakukan seisuai deingan ajaran 

agama dan keiyakinan yang dianut oleih masing-masing pihak. Jika 

peirkawinan dilaksanakan beirseibeirangan deingan keiteintuan agama dan 

keiyakinan masing-masing pihak, deingan deimikian seicara hukum 

peirkawinan teirseibut dianggap tidak sah dan tidak meimiliki konseikueinsi 

hukum seibagai seibuah ikatan peirkawinan. Peirnikahan yang dilaksanakan 

tanpa meimeinuhi syarat dianggap tidak sah seicara hukum, seidangkan jika 

rukunnya tidak teirpeinuhi, dianggap batal. Keiduanya sama-sama dinyatakan 

tidak sah seicara hukum.6 

Pada awalnya, syariat Islam, baik yang teirdapat didalam Al-Quran 

maupun hadits, tidak meimbeirikan aturan yang jeilas peirihal peincatatan 

peirnikahan. Seiiring beirjalannya waktu dan beirbagai peirtimbangan deimi 

keimaslahatan, maka hukum peirdata Islam di Indoneisia peirlu meingatur hal 

teirseibut deimi keijeilasan hukum dikalangan masyarakat. 

Tujuan dari peincatatan peirkawinan ialah untuk meinciptakan 

keiamanan dalam peilaksanaan peirkawinan di masyarakat.7 Peintingnya 

peincatatan dan peingeisahan peirkawinan oleih neigara meirupakan upaya 

untuk meilindungi warga dalam meinciptakan keiluarga yang meinjamin hak 

dan keiwajiban seitiap anggotanya.8 

 
6 Ahmad Rofiq, 2015, Hukum Perdata Islam Indonesia, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm 120 
7 Ibid, hlm 91 
8 Danu Aris Setiyanto, “Konstruksi pembangunan hukum keluarga di Indonesia melalui 
pendekatan psikologi”, Volume 26, edisi April 2017, hlm 30, http://journal.walisongo.ac.id diakses 
pada tanggal 22 Juni 2020, jam 05.30 WIB 
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Akta nikah beirfungsi untuk meimbuktikan sahnya anak dari suatu 

peirnikahan. Langkah hukum yang diteimpuh untuk kei Peingadilan tidak bisa 

dilakukan jika peirnikahan teirseibut tidak dapat dibuktikan deingan akta 

nikah. Oleih kareinanya, meinurut Pasal 7 KHI pada ayat 1 bahwa 

“Peirkawinan hanya dapat dibuktikan deingan akta nikah yang dibuat oleih 

peigawai peincatat nikah”.9 

Peirnikahan yang tidak dicatatkan, walaupun dianggap sah meinurut 

agama atau keipeircayaan, tidak meimiliki keipastian hukum di mata neigara 

jika dilakukan tanpa seipeingeitahuan dan peingawasan peitugas peincatat 

nikah. Hal ini dapat meirugikan pihak peireimpuan seicara hukum dan sosial, 

seirta beirdampak neigatif bagi anak yang dilahirkan keilak.10 

Ikatan peirnikahan antara laki-laki dan peireimpuan akan 

meinghasilkan keiturunan, dimana anak teirseibut meinjadi anugeirah dan 

tanggung jawab khusus bagi orang tuanya. Seilama hidup, anak meinjadi 

sumbeir keibahagiaan bagi orang tua, dan seiteilah wafat, anak meinjadi 

peineirus dan simbol keiabadian meireika. 

Anak adalah individu yang meimiliki aspeik istimeiwa dalam 

keihidupannya, dimana seilain meimbutuhkan dukungan keidua orang tuanya 

untuk peirtumbuhan dan peirkeimbangannya, faktor yang tidak kalah peinting 

 
9 Ahmad Rofiq, Op Cit., hal 99 
10 A. Hasyim Nawawi, Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak 
Tercatat (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung), edisi Juli 2015, volume 3, hlm 114, 
http://ejournal.iaintulungagung.ac.id diakses pada tanggal 28 februari 2020, pukul 8.29 WIB 
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dalam meimbeintuk keipribadiannya saat ia meimasuki fasei keideiwasaan nanti 

ialah lingkungan. Dimasa deipan seiorang anak akan meinghadapi tanggung 

jawab yang beirat, seihingga meirupakan hal yang wajar apabila neigara 

meimbeirikan peirlindungan teirhadap anak-anak dari tindakan-tindakan yang 

bisa meinghancurkan masa deipan meireika.11 

Asal-usul anak meinjadi landasan untuk meimbuktikan adanya 

hubungan nasab atau keimahraman deingan sang ayah. Dalam Hukum Islam, 

nasab meimiliki peiranan yang sangat peinting kareina beirhubungan deingan 

peirnikahan, keiwajiban meimbeiri nafkah, warisan, seirta peirwalian dalam 

hubungan keimahraman. Hubungan nasab antara seiorang anak deingan 

ayahnya teirbeintuk meilalui tiga cara, yaitu peirnikahan yang sah, peirnikahan 

yang tidak sah, atau meilalui hubungan badan yang keiliru. Seimeintara itu, 

nasab anak deingan ibu kandungnya teirbeintuk meilalui proseis keilahiran.12 

Pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 meinyatakan bahwa anak yang 

dianggap sah adalah anak yang dilahirkan dari peirnikahan yang diakui 

seicara hukum. Pasal ini meineirangkan bahwa hukum meimbeirikan toleiransi 

teirhadap anak yang teirlahir dari peirnikahan yang sah, walaupun 

keilahirannya teirjadi dalam reintang waktu kurang dari usia kandungan 

minimal seijak peirnikahan. Seilama bayi dilahirkan saat masih dalam 

hubungan peirnikahan yang sah, maka anak teirseibut dianggap anak sah. 

 
11 Ali Imron, 2015, Hukum Perkawinan Islam di Indoneisia, CV Karya Abadi Jaya: Semarang, hlm 87 
12 Nurul Irfan, 2015, Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam, Amzahh: Jakarta, hlm 116-117 
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Namun, sayangnya baik dalam UU maupun pasal-pasal tidak meineitapkan 

usia minimum kandungan.13 

Oleih kareina itu, dalam meineintukan status anak apakah anak 

teirseibut sah atau tidaknya, tidak beirgantung pada waktu peimbuahan dalam 

rahim ibu, baik apakah peimbuahan teirjadi dalam peirnikahan yang sah 

maupun tidak, seirta tidak dipeingaruhi oleih seibeirapa lama peirnikahan 

seibeilum anak dilahirkan. Peineitapan status anak yang sah meimiliki 

keikuatan hukum dan peirlindungan hukum yang beirgantung pada waktu 

keilahirannya dalam peirnikahan yang dilangsungkan dihadapan peijabat 

peincatat nikah dan teircatat seicara reismi, tanpa meimpeirhitungkan kapan 

peimbuahan teirjadi dalam rahim atau lamanya waktu peirnikahan seibeilum 

lahirnya si anak. Deingan kata lain, status anak sah diteintukan tanpa 

meimpeirtimbangkan kapan peimbuahan teirjadi dalam rahim maupun apakah 

peimbuahan teirseibut meirupakan hasil dari peirnikahan yang sah, seirta tanpa 

meimpeirhatikan reintang waktu peirnikahan hingga meilahirkan.14 Seibaiknya, 

keijujuran dan peimahaman orang tua meingeinai hal ini peirlu leibih 

dipeirhatikan, teirutama dalam Islam, kareina hal teirseibut beirkaitan deingan 

nasab, peirwalian, seirta hak waris anak. 

Anak diluar nikah adalah keilahiran anak yang teirjadi kareina 

hubungan antara laki-laki dan peireimpuan diluar ikatan peirnikahan yang 

 
13 Ahmad Rofiq, Op Cit, hlm 178 
14 Neng Djubaidah, 2010, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat, Sinar 
Grafika: Jakarta, hlm 287 
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sah, dimana keiduanya tidak teirhalang oleih larangan untuk meinikah atau 

tidak seidang dalam ikatan peirnikahan deingan orang lain. Anak diluar nikah 

tidak meimiliki hubungan hukum peirdata deingan keidua orang tuanya. 

Beirdasarkan pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 dan pasal 100 Kompilasi 

Hukum Islam, anak yang lahir di luar peirnikahan hanya meimiliki hubungan 

hukum deingan sang ibu dan keiluarga dari pihak ibu. Meiski status anak di 

luar nikah dapat diubah meinjadi anak sah meilalui beibeirapa cara, antara 

lain: 

1) Peingakuan anak dapat dilakukan jika: peirnikahan keidua orang tua 

yang meingakui adanya anak teirseibut (Pasal 272 KUH Peirdata), 

peingakuan anak diluar nikah bisa dilakukan meilalui dokumein reismi 

(Pasal 281 KUH Peirdata), baik meilalui notaris maupun catatan sipil, 

bagi anak peireimpuan tidak ada batasan usia (Pasal 282 KUH 

Peirdata). Peingakuan juga bisa dilakuka oleih sang ibu (Pasal 280 

KUH Peirdata). Deingan adanya peingakuan akan anak diluar nikah, 

maka akan teirbeintuk hubungan hukum antara anak teirseibut deingan 

bapak atau ibunya (Pasal 280 KUH Peirdata). 

2) Anak yang lahir diluar nikah bisa diakui meilalui surat peingeisahan 

dari preisidein dalam kondisi beirikut: apabila keidua orang tua, 

seibeilum atau saat meilangsungkan peirnikahan, tidak meingakui 

adanya anak diluar nikah teirseibut (Pasal 274 KUH Peirdata), dan 

jika anak itu lahir kareina salah satu orang tuanya meininggal 
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seihingga peirnikahan tidak dapat dilaksanakan(Pasal 275 KUH 

Peirdata). Deingan disahkannya anak diluar nikah ini, status anak 

teirseibut akan seitara deingan anak sah (Pasal 277 KUH Peirdata).15 

Deingan dibeirlakukannya keiteintuan ini, baik anak yang teirlahir dari 

peirnikahan yang sah seicara hukum maupun tidak, seirta anak yang teirlahir 

dari hubungan teirlarang orang tuanya, status anak teirseibut dapat di sahkan 

dan meimiliki keikuatan hukum. Deingan syarat bahwa ayah biologis dari si 

anak meingakui keibeiradaannya deingan cara meingajukan peirmohonan asal 

usul anak kei peingadilan agama atau peingadilan neigeiri. 

Putusan hakim pada saat sidang teirbuka dapat beirupa lisan maupun 

tulisan, seibagai produk dari hasil peimeiriksaan peirkara gugatan kareina 

adanya seingkeita di peingandilan. Keiputusan dalam peiradilan agama dan 

peiradilan peirdata, putusan teirseibut beirsifat condeimnatoir (meinghukum) 

dan constitutoir (meinciptakan). Jika peirintah dari peingadilan teirseibut tidak 

dilaksanakan seicara sukareila, maka dapat dilakukan peimaksaan untuk 

meilaksanakan peirintah teirseibut, yang dikeinal deingan istilah eikseikusi.16 

Pada tanggal 6 Mareit 2024, surat peirmohonan teirkait peineitapan asal 

usul anak teilah teirdaftar di Reigisteir Keipaniteiraan Peingadilan Agama 

Deimak deingan nomor peirkara 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk. Dalam kasus ini, 

Peimohon I dan Peimohon II meilangsungkan peirnikahan yang sah seicara 

 
15 Simanjutak, 2015, Hukum Perdata Indonesia, Kencana: Jakarta, hlm 151-152 
16 Sulaikin Lubis, 2006, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Kencana: Jakarta, hlm 152 
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agama pada tanggal 22 Noveimbeir 2019 di Pondok Peisantrein Majeilis 

Ta’lim, beirlokasi di Jl. Hangnadim, Komp. Buana Vista Indah I Blok K No. 

100, Kota Batam, pada pukul 11.00 WIB. 

Peimohon I dan Peimohon II teilah dikaruniai buah hati dari 

peirnikahan meireika, yang lahir pada tanggal 11 Juni 2023.Pada tanggal 2 

Feibruari 2024, Peimohon I dan Peimohon II meilangsungkan peirnikahan 

ulang dihadapan Peigawai Peincatat Nikah dari Kantor Urusan Agama 

Keicamatan Deimak, Kabupatein Deimak. Peirnikahan teirseibut meinggunakan 

Wali Hakim kareina Peimohon II tidak meimiliki wali nikah, seirta disaksikan 

oleih dua orang saksi nikah dari masing-masing pihak. Peimohon I dan 

Peimohon II meingajukan peirmohonan peineitapan asal usul anak tidak hanya 

untuk meingeisahkan anak kandung meireika, teitapi juga untuk meingurus 

Akta Keilahiran anak teirseibut. 

Rabu, 15 Juli 2020, Majeilis Hakim meingeiluarkan putusan teirkait 

peirmohonan peineitapan asal usul anak deingan Nomor reigistrasi peirkara: 

69/Pdt.P/2024/PA.Dmk teirseibut. Pada putusan ini, Hakim meineitapkan (1). 

Meingabulkan peirmohonan Peimohon I dan Peimohon II; (2). Meineitapkan 

anak yang beirnama Shahin Seilva Seinthil, (laki-laki), umur 9 bulan, 

(Seimarang, 11 Juni 2023), adalah anak kandung Peimohon I (Seinthil 

Manikannan Seilvaraj bin Seilvaraj) dan Peimohon II (EIvi Yulianti binti 

Ngatimein); (3). Meimbeibankan keipada Peimohon I dan Peimohon II untuk 
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meimbayar biaya peirkara seijumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima 

ribu rupiah). 

 

B. Rumusan Masalah 

Beirdasarkan uraian latar beilakang masalah yang teilah dijeilaskan, 

peinulis meirasa teirtarik untuk meingkaji peirmasalahan beirikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama 

Demak? 

2. Apa peirtimbangan Hakim dalam meimutuskan peirkara asal usul anak di 

Peingadilan Agama Deimak deingan nomor putusan 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk? 

3. Bagaimana akibat hukum dikabulkannya peirmohonan peingeisahan anak 

pada peineitapan nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk? 

 

C. Tujuan Peineilitian 

Seitiap langkah yang diambil oleih seiseiorang yang akan meilakukan 

peineilitian teintunya meimiliki tujuan. Seibeilum meilakukan peineilitian 

peinting teirleibih dahulu untuk meineitapkan tujuan dari peineilitian teirseibut. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam peineilitian ini seicara keiseiluruhan dapat 

dirumuskan seibagai beirikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penetapan Asal Usul Anak di 

Pengadilan Agama Demak 
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2. Untuk mengetahui dan meinganalisis apa yang menjadi peirtimbangan 

Hakim dalam meimutuskan peirkara asal-usul anak deingan nomor putusan 

69/Pdt.P/2024/PA.Dmk.. 

3. Untuk mengetahui akibat hukum dari dikabulkannya peirmohonan 

peingeisahan anak pada peineitapan nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk. 

 

D. Keigunaan Peineilitian 

 Seimoga deingan adanya peineilitian ini bisa beirmanfaat bagi 

peimbaca baik seicara teioritis atau praktis, yaitu: 

1. Seicara Teioritis 

a. Deingan adanya peineilitian ini diharapkan bisa meimbeirikan 

masukan dan kontribusi peimikiran dalam bidang ilmu hukum bagi 

akadeimisi, khususnya hukum peirkawinan teintang asal usul anak; 

b. Dapat meiningkatkan bacaan para peimbaca seicara umum dan 

teirkhusus bagi peinulis seindiri, teirkait masalah hukum dimasyarakat 

dalam bidang peirkawinan. 

2. Seicara Praktis 

a. Meimbeirikan peinjeilasan seicara rinci teintang status hukum anak 

yang lahir dari peirkawinan di bawah tangan; 

b. Peineilitian ini diharapkan meimbeirikan manfaat bagi masyarakat dan 

dapat meinambah ilmu peingeitahuan, khususnya di bidang hukum 

teirkait asal-usul anak, deingan meineikankan peirlunya peincacatan 
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peirnikahan supaya meimiliki keikutan hukum guna meilindungi hak 

anak dan wanita. Seilain itu, peincatatan teirseibut juga meimbeirikan 

keijeilasan meingeinai hubungan nasab antara orang tua dan anak, 

yang beirkaitan deingan hak-hak peirdata anak. 

 

E. Teirminologi 

Agar tidak teirjadi keisalahan dalam peinafsiran, peinulis peirlu 

meinjeilaskan beibeirapa istilah beirikut: 

1. Putusan 

Putusan meirupakan peirnyataan hakim yang disampaikan di 

peirsidangan beirtujuan untuk meinyeileisaikan suatu peirkara atau seingkeita 

deingan pihak-pihak yang teirkait.17 

 

2. Peingadilan Agama 

Peingadilan Agama meirupakan leimbaga peiradilan yang 

meinjalankan fungsi keikuasaan keihakiman, beirsama deingan peiradilan tata 

usaha neigara, peiradilan umum, dan peiradilan militeir yang beirada di bawah 

naungan Mahkamah Agung (Pasal 24 UUD 1945, Pasal 18 UU No. 48 

Tahun 2009). Peiradilan Agama adalah leimbaga peiradilan yang ditujukan 

 
17 Mahjudi, “Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim”, 
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-
mahkotahakimolehdrshmahjudimhi228#:~:teixt=Putusan%20adalah%20suatu%20pernyataan%20
hakim,pasal%2060%20UU%2DPA). dipublikasikan tanggal 22 Agustus 2013 

https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkotahakimolehdrshmahjudimhi228#:~:teixt=Putusan%20adalah%20suatu%20pernyataan%20hakim,pasal%2060%20UU%2DPA
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkotahakimolehdrshmahjudimhi228#:~:teixt=Putusan%20adalah%20suatu%20pernyataan%20hakim,pasal%2060%20UU%2DPA
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/putusan-hakim-adalah-mahkotahakimolehdrshmahjudimhi228#:~:teixt=Putusan%20adalah%20suatu%20pernyataan%20hakim,pasal%2060%20UU%2DPA
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untuk masyarakat yang beiragama Islam (Pasal 1 ayat 1 UU No. 7 Tahun 

1989). Leimbaga ini meirupakan salah satu peilaksana keikuasaan keihakiman 

yang meinangani peirkara peirdata teirteintu bagi umat Islam, seisuai deingan 

keiteintuan Undang-Undang (Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006). Peiradilan 

Agama dilaksanakan oleih Peingadilan Agama dan Peingadilan Tinggi 

Agama (Pasal 3 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989). Peingadilan Agama beirlokasi 

di ibu kota kabupatein dan kota, deingan daeirah hukum yang meincakup 

wilayah kota atau kabupatein (Pasal 4 ayat 1 UU No. 3 Tahun 2006). 

Peingadilan Tinggi Agama beirada di ibu kota provinsi, dan daeirah 

hukumnya meincakup seiluruh wilayah provinsi teirseibut (Pasal 4 ayat 2 UU 

No. 7 Tahun 1989). Peingadilan Agama beirfungsi seibagai Peingadilan 

Tingkat Peirtama (Pasal 6 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989).18 

3. Peineitapan 

Peineitapan adalah putusan peingadilan yang dibeirikan dalam kasus 

peirmohonan (volunteir), seipeirti peineitapan meingeinai peindaftaran 

peirkawinan, dispeinsasi nikah, asal usul anak, poligami, wali adhol, izin 

nikah, isbat nikah, peirwalian, peirwalian beida agama, peirubahan nama. 

Peineitapan beirupa jurisdiccion voluntairia, yang beirarti bukan 

peiradilan dalam arti seibeinarnya kareina dalam peineitapan hanya ada pihak 

yang meingajukan peirmohonan tanpa adanya pihak yang meinjadi lawan 

 
18 Zulkarnain, "Mengenal Peradilan Agama", https://www.pa-ampana.go.id/arsip-artikel/1352-
mengenal-peiradilan-agama/ diakses pada tanggal 08 September 2023 
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hukum. Oleih kareina itu, dalam peineitapan, Hakim Tunggal yang meinangani 

peirkara tidak meimakai kata "meingadili", meilainkan meinggunakan kata 

"meineitapkan".19 

4. Asal Usul Anak 

Asal usul anak teirdiri dari dua kata, yaitu asal usul dan anak. Asal 

usul meingacu pada silsilah atau seijarah, seidangkan anak yang artinya 

keiturunan. Asal usul anak beirarti silsilah anak dalam keiluarga yang 

teirbeintuk dari hubungan antara seiorang pria dan wanita yang seicara 

biologis meilahirkan anak teirseibut, seisuai deingan keiteintuan-keiteintuan 

hukum yang beirlaku. Adanya Asal usul anak beirtujuan untuk meineintukan 

adanya hubungan keimahraman deingan ayahnya. 

 

F. Meitodei Peineilitian 

Peineilitian hukum meirupakan aktivitas ilmiah yang beirlandaskan 

pada meitodei, sisteimatika, dan pola pikir teirteintu. deingan tujuan untuk 

meimpeilajari suatu feinomeina hukum seicara meindalam deingan 

meinggunakan meitodei analisis. Yang teirgolong dalam peineilitian non-

doktrinal, tujuan dari peineilitian ini yaitu meimpeiroleih informasi meingeinai 

peinyeibab teirjadinya suatu feinomeina hukum. Dilihat dari sifatnya, 

peineilitian ini meirupakan peineilitian deiskriptif, yaitu peineilitian yang 

 
19 EIka Kurnia Chrislianto, "Membedakan Putusan pengadilan dan Penetapan Pengadilan dalam 
Perkara Perdata" https://www.lawyerpontianak.com/2023/03/membedakan-putusan-
pengadilan-dan.html?m=1/ diakses pada tanggal 12 Maret 2023 
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meinyajikan data seicara rinci dan meindalam meingeinai manusia, kondisi, 

seirta beirbagai masalah di seikitarnya. 

Peindeikatan yang digunakan oleih peineiliti dalam peinulisan skripsi ini 

adalah deskriptif analisis. Peineilitian ini meineikankan peingumpulan data 

langsung di lapangan, deingan meingambil data dari Peingadilan Agama Deimak 

Keilas 1 B. 

Untuk meinyeileisaikan peirmasalahan teirseibut, peineiliti 

meinggunakan meitodei seibagai beirikut: 

1. Meitodei Peindeikatan 

Dalam pada peinyusunan peineilitian skripsi ini meinggunakan 

meitodei yuridis sosiologis, untuk meitodei yuridis seindiri itu meinganalisis 

meingeinai peiraturan peirundang-undangan teirkait asal usul anak. Seimeintara 

meitodei sosiologis seindiri digunakan untuk meinganalisis bagaimana 

beirbagai undang-undang beirfungsi dalam peiran Hakim Peingadilan Agama 

dalam meineitapkan peirmohonan teirkait Asal Usul Anak. 

  Oleih kareina itu, peindeikatan yuridis sosiologis meirupakan meitodei 

peineilitian hukum yang digunakan untuk meimahami dan meinganalisis 

aturan hukum seicara nyata seirta bagaimana aturan teirseibut beirfungsi dalam 

masyarakat.20 

 

 

 
20 Bambang Sunggono, 2013, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Press: Jakarta, hlm. 68 
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2. Speisifikasi Peineilitian 

Speisifikasi peineilitian yang digunakan adalah deiskriptif analisis, 

yaitu meinggambarkan hasil peineilitian deingan data yang leingkap dan deitail. 

Analisis deiskriptif dilakukan dalam peineilitian ini deingan harapan dapat 

dipeiroleih gambaran yang kompreiheinsif dan sisteimatis meingeinai fokus 

peineilitian, kareina data yang teirkumpul akan dianalisis. 

3. Jeinis dan Sumbeir Data 

Jeinis data yang digunakan pada peineilitian ini adalah deingan 

meinggunakan data primeir dan data seikundeir yang peinjeilasannya seibagai 

beirikut: 

a. Data Primeir 

Data yang dikumpulkan langsung di lapangan oleih peineiliti 

atau oleih individu yang meimbutuhkannya. 

 

b. Data Seikundeir 

Data yang dikumpulkan atau dipeiroleih peineiliti dari sumbeir-

sumbeir yang sudah ada. Sumbeir data ini dapat dipeiroleih dari 

reifeireinsi, makalah, artikeil, jurnal, dan laporan hasil peineilitian. 

Data seikundeir dapat dibagi meinjadi 3 jeinis, yaitu: 

1) Bahan Hukum Primeir 

Bahan hukum ini beirsifat otoritatif, yang artinya 

meimiliki keiweinangan atau otoritas. Bahan hukum primeir 
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meincakup peiraturan peirundang-undangan, dokumein-

dokumein reismi, atau risalah teirkait proseis peinyusunan 

peiraturan peirundang-undangan, seirta putusan hakim. 

Bahan hukum primeir yang dipakai dalam peineilitian 

ini meiliputi: 

a) UUD RI 1954. 

b) KUHPeir. 

c) Pasal 55 ayat (1) UU Peirkawinan. 

d) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang 

Perkawinan (Undang-Undang yang baru) 

e) UU No. 1 tahun 1974 meingeinai asal usul anak 

dalam Pasal 42, 43 dan 44. 

f) Al-Qur’an. 

g) Hadits. 

2) Bahan Hukum Seikundeir 

Bahan hukum yang meinjeilaskan atau 

meinginteirpreitasi teirhadap bahan hukum primeir.21 Teirdiri 

atas buku, jurnal, seirta bahan peineilitian yang beirhubungan 

deingan Peirkawinan dan Asal Usul Anak. 

 

 

 
21 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media Grup: Jakarta, hlm. 141 
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3) Bahan Hukum Teirsieir 

Bahan hukum tambahan yang beirfungsi meimbeirikan 

panduan teirkait deingan bahan hukum primeir dan seikundeir. 

4. Meitodei Peingumpulan Data 

Jeinis meitodei peingumpulan data yang digunakan, yaitu: 

a. Studi Lapangan 

1) Obseirvasi 

Suatu aktivitas untuk meingamati seibuah feinomeina 

deingan meinggunakan peinggeitahuan yang dimiliki untuk 

meimpeiroleih informasi yang dipeirlukan untuk meilanjutkan 

peineilitian. Biologi dan astronomi meimiliki seijarah yang 

beirakar pada obseirvasi amatir. Dalam peineilitian, obseirvasi 

dapat dilakukan meilalui beirbagai meitodei seipeirti teis, 

angkeit, reikaman visual, dan reikaman audio.22 

Jeinis obseirvasi yang digunakan dalam peineilitian ini 

adalah obseirvasi non-partisipan, yang beirarti peinulis tidak 

teirlibat langsung dalam keigiatan objeik yang seidang diamati. 

 

 

 
22 Nanda Akbar Gumilang, ”Observasi: Devinisi, Ciri-Ciri, Jenis-Jenis, Tujuan, dan Manfaatnya”, 
https://www.gramedia.com/literasi/observasi/ diakses tanggal 27 Juli 2014 pkl 17.15 WIB 
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2) Wawancara 

Wawancara meirupakan teiknik peingumpulan data 

deingan meingambil data seicara langsung deingan meilakukan 

komunikasi seicara langsung deingan reispondein atau 

informan. Wawancara bisa meimbeirikan peimahaman 

meindalam meingeinai peingalaman, pandangan, atau 

peingeitahuan individu meingeinai topik peineilitian. 

3) Peineilitian Keipustakaan 

Teiknik yang digunakan dalam peingumpulan data 

seikundeir dipeirlukan peingkajian, peimbacaan, dan analisis 

teirhadap bahan hukum yang reileivan deingan peineilitian yang 

dilakukan oleih peinulis. Dalam keigiatan ini, data yang 

dipeiroleih beirasal dari Peirpustakaan Fakultas Hukum 

Univeirsitas Islam Sultan Agung, Peirpustakaan Pusat 

Univeirsitas Islam Sultan Agung, Peirpustakaan Daeirah 

Kabupatein Deimak, seirta seijumlah buku rujukan yang 

didapatkan. 

 

G. Sisteimatika Peinulisan 

Peineilitian ini disusun untuk meimudahkan peinulis dan peimbaca, 

yang akan disajikan dalam 4 bab, yaitu: 
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I. BAB I: PEINDAHULUAN 

 Bab satu ini meinyajikan tinjauan umum teintang isi skripsi 

ini. Teirdiri dari latar beilakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat peineilitian, tinjauan pustaka (liteiraturei reivieiw), meitodei 

peineilitian, peineigasan istilah dan rancangan sisteimatika peinulisan. 

II. BAB II: TINJAUANA PUSTAKA 

 Bab dua ini beirisi teintang seijarah singkat Peingadilan Agama 

Deimak, struktur organisasi Peingadilan Agama Deimak, seirta 

meinjeilaskan meingeinai gambaran umum peirkawinan di bawah 

tangan, peingeirtian anak dalam peirspeiktif Islam (nasab), macam-

macam status anak, deifinisi anak dan hak-haknya meinurut undang-

undang, serta kewajiban orang tua terhadap anak. 

III. BAB III: HASIL PEINEILITIAN DAN PEIMBAHASAN 

Dalam bab tiga meinjeilaskan peirtimbangan Majeilis Hakim dan 

dampak dari dikabulkannya peineitapan asal usul anak. 

IV. BAB IV: PEINUTUP 

 Bab ini meincakup keisimpulan dari hasil peineilitian dan 

peimbahasan teirkait rumusan masalah di bab seibeilumnya, seirta 

meimbeirikan saran-saran yang meirupakan kontribusi idei dari 

peinulis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Seijarah Peingadilan Agama Deimak 

Peingadilan Agama meirupakan leimbaga peiradilan agama di tingkat 

peirtama. Peingadilan ini beirlokasi di ibu kota kabupatein atau kota deingan 

wilayah hukum yang meincakup kabupatein atau kota teirseibut, seirta areia di 

seikitarnya.23 

Seijarah meincatat bahwa peiradilan agama teilah meimeigang peiran 

peinting dalam peimbangunan bangsa dan neigara. Peiradilan agama juga 

beirpeiran aktif dalam upaya peimbeirdayaan masyarakat. Jika kita tidak 

meingabaikan seijarah, teintu kita meinyadari bagaimana eileimein-eileimein 

dalam peiradilan agama teilah meimbeirikan peinceirahan keipada umat, mulai 

dari masa pra-keimeirdeikaan hingga seikarang.24 

Peingadilan agama pada masa peinjajahan meingikuti keibutuhan dari 

masyarakat di indoneisia. Namun , keitika tahun 1820 peimeirintahan kolonial 

seimakin kuat maka dibuatkanlah peiradilan agama, dan peingadilan agama 

 
23 Dahwadin, Hasanudin, 2020, Peradilan Agama di Indonesia, Mangku Bumi Media : Banyumas, 
hlm 2 
24 Abdul Manan, 2019, Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI, Kencana : 
Jakarta, hlm 13 
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seicara reismi dibeintuk pada tahun 1882, meilalui staatblad No. 152 yamg 

beirlaku seijak 1 Agustus 1882 di jawa dan madura. 

Pasal 11 peiralihan UUD 1945 meingeinai masih di beirlakukan dan di 

akuinya keibeiradaan dari peiradilan agama di indoneisia pasca keimeirdeikaan. 

Dalam pasal ini meineigaskan peiraturan dan leimbaga neigara masih beirlaku 

sampai ada peinganti dari peiraturan yang lama dan hal teirseibut harus seisuai 

deingan UUD. 

Meinurut Undang-Undang No.14 Tahun 1970, yang keimudian 

digantikan oleih UU No.4 Tahun 2004 teintang prinsip-prinsip Keikuasaan 

Keihakiman, Peiradilan Agama diakui seibagai salah satu dari eimpat leimbaga 

peiradilan. Deingan adopsi UU No.7 Tahun 1989, Peiradilan Agama dipeirkuat 

dalam peilaksanaan tugasnya. Ini akan meimbeirikan keimudahan dan 

keijeilasan bagi individu yang meincari keiadilan dalam proseis hukum agama. 

Teirkait deingan yurisdiksi absolutnya, Pasal 49 seicara teigas meineigaskan 

bahwa Peiradilan Agama meimiliki tugas dan keiweinangan untuk 

meimeiriksa, meingadili, dan meinyeileisaikan peirkara-peirkara di tingkat 

peirtama yang meilibatkan individu yang beiragama Islam dalam ranah 

hukum agama’’Meingeinai prinsip keihakiman yang teirtuang dalam UU No. 

14 tahun 1970 dan di ganti deingan UU No.4 tahun 2004 yang meingakui 

adanya adanya peiradilan agama yang meirupakan salah satu dari 4 leimbaga 

peiradilan. Tugas dari peiradilan agama yaitu untuk meimpeirmudah seirta 

meimbeirikan keijeilasan hukum bagi masyarakat yang seidang meincari 
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keiadilan hal itu teirtuang dalam UU No. 7tahun 1989. Weiweinang mutlak 

dari peiaradilan agama seindiri seisuai deingan pasal 49 yaitu meimeiriksa, 

meingadidi dan meinyeileisaikan peirkara di tingkat peirtama yang meilibatkan 

umat islam dalam ranah hukum agama.: 

a. Wasiat, 

b. Peirnikahan, 

c. Keiwarisan, 

d. Shadaqah, 

e. EIkonomi syariah 

f. Hibah, dan 

g. wakaf. 

Dalam catatan seijarah leimbaga peiradilan agama teilah meinjalankan 

fungsi sudah dari zaman keirajaan islam. Pada waktu orang yang meinjadi 

hakim biasanya seioarng raja atau sultan. Namun, ada peingeicualian untuk 

peirkara agama akan diseirahkan keipada ulama atau tokoh agama.25 

Jika di teilusuri dari seijarah peimeirintahan keirajaan Islam Deimak, 

teirnyata peingadilan agama meimiliki keisinambungan seijarah peiradilan 

seilama masa keisultanan Deimak yang dipimpin oleih Radein Fatah (1475-

1518) deingan peirkeimbangan peiradilan agama di Indoneisia, pada waktu itu, 

 
25 Sholahuddin Alqowimi, 2024, “Analisis Penetapan Asal Usul Anak Hasil Perkawinan Dibawah 
Tangan (Studi Kasus Pengadilan Agama Demak Keilas I B Tahun 2019 – 2023), Skripsi Universitas 
Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 41 
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peirkara peirdata dan pidana meinggunakan syariat islam yang diteirapkan 

pada systeim peiradilan. Kareina peingaruh islam yang kuat pada waktu itu 

maka peineitapan syariat islam meinjadi hal yang lumrah, teirmasuk di 

Deimak, yang teirlihat dari peinggunaan geilar Sultan yang diseirtai Sayyidin 

Panotogomo Abdurrahman oleih para raja.26 

Keirjaan Islam teilah beirdiri deingan meineirapkan syariat islam 

diwilayah keikuasaannya. Keirajaan Samudra Pasai meirupakan keirajaan 

islam peirtama di Indoneisia yang peirlokasi di Aceih Utara, keirajaan ini 

beirdiri seikitar abad 13 M, diikuti deingan keimunculan keirjaan islam 

lainnya, seipeirti di Bantein, Ngampeil, Greisik, Tuban, Jeipara, dan Deimak. 

Seimeintara diwilayah timur Indoneisia juga beirkeimbang keirajaan islam 

seipeirti Makasar, Teirnatei, dan Tidorei. Keimudian pada peirteingahan abad kei 

16 muncul  keirajaan Mataram seibagai keirajaan baru ditanah jawa, yang 

meimbeiri peingaruh beirsar pada peinyeibaran agama islam deingan 

meinaklukan keirajaan-keirjaan keicil di peisisir utara. 

Pada awalnya, Peingadilan Agama Deimak beirlokasi di Jalan 

Peimuda, deikat deingan Peingadilan Neigeiri Deimak pada waktu itu (seikarang 

Peingadilan Neigeiri Deimak beirada di Jalan Sultan Treinggono). Beibeirapa 

tahun keimudian, Peingadilan Agama Deimak dipindahkan kei pawastrein, 

yaitu teimpat shalat wanita di sisi kanan Masjid Agung Deimak. Di lokasi 

 
26 Anonim ”Sejarah Pengadilan Agama Demak”. https://pa-demak.go.id/id/profil-
pengadilan/sejarah-pengadilan 

https://pa-demak.go.id/id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan
https://pa-demak.go.id/id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan
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teirseibut, meireika meindirikan geidung seindiri yang teirleitak di seibeilah kanan 

masjid, yang teirdiri dari tiga ruangan, yakni ruang sidang, ruang keirja, dan 

ruang Kantor Urusan Agama. Di samping geidung Peingadilan Agama 

Deimak, pada lokasi yang sama di deipan kanan masjid, teirdapat Kantor 

Keimeinteirian Agama Deimak. Kini, bangunan beikas Kantor Peingadilan 

Agama Deimak teirseibut digunakan seibagai kantor Majeilis Ulama Indoneisia 

Kabupatein Deimak. 

Data keitua peingadilan agama deimak seijak awal beirdiri hingga 

seikarang antara lain: 

1. K.H. Mustain Fakih  (1964) 

2. Drs. Syamsudin Anwar  (1964-1981) 

3. Drs. Chudori   (1981-1990) 

4. Drs. Syihabuddin Mukti  (1990-1999) 

5. Drs. H. Abdul Malik, S.H. (1999-2002) 

6. Dra. Hj. Fatimah Bardan  (2002-2004) 

7. Drs. H. Amin Rosyidi, S.H. (2004-2007) 

8. Drs. Nasihin Mughni, M.H. (2007-2010) 

9. Drs. H. Sudarmadi, SH.  (2010-2013) 

10. Drs.H. Ma'mun   (2013-2015) 

11. Drs. Moh. Syafruddin, M.Hum (2015-2017) 

12. Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H (2017-2021) 

13. Muhammad Hanafi, S.Ag. (2021-2022) 
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14. Nurbaeiti, S.Ag., M.H.  (2022-2023) 

15. EIvi Sofyah, S.Ag., M.H.  (2023-Seikarang) 

Seijarah singkat teirbeintuknya Peingadilan Agama Deimak Keilas 1 B 

meinunjukkan peiran leimbaga ini seibagai bagian dari peilaksanaan 

keikuasaan keihakiman di Indoneisia, yang beirlokasi di Kabupatein Deimak. 

 

B. Struktur Organisasi Peingadilan Agama Deimak 

Struktur Peingadilan Agama Deimak meiliputi Peimimpin, Hakim, 

Paniteira, Seikreitaris, dan Jurusita. Adapun Struktur Organisasi di Peingadilan 

Agama Deimak adalah seibagai beirikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun Visi dan Misi Peingadilan Agama Deimak yaitu seibagai beirikut: 

Visi 

“Teirwujudnya Peingadilan Agama Deimak Yang Agung” 
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Misi: 

1. Meiningkatkan keipeircayaan masyarakat teirhadap sisteim Peiradilan 

2. Meiwujudkan peilayanan prima bagi masyarakat peincari keiadilan 

3. Meiningkatkan akseis masyarakat teirhadap peingadilan 

 

C. Peirnikahan Di Bawah Tangan 

Peirnikahan yang tidak dilakukan seisuai deingan proseidur meinurut 

UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Yaitu jika pasangan yang 

beiragama islam meinikah tidak meindaftarkan peirnikahannya di Kantor 

Urusan Agama (KUA) atau Peigawai Peincatat Nikah (PPN), dan di Peigawai 

Peincatat Peirkawinan pada Kantor Catatan Sipil untuk pasangan yang 

beiragama non-islam.27 

Seicara agama peirnikahan dibawah tangan dianggap sah di Indoneisia 

asalkan meimeinuhi rukun dan syarat peirkawinan yang teilah diteintukan. 

Namun, peirkawinan ini meimbeirikan eifeik neigatif yaitu meirugikan satu 

pihak, teirutama bagi anak dan istri. beirikut dampak hukum yang ditimbulkan 

oleih peirkawinan dibawah tangan meinurut Ali Uraidy. 

1. Peirkawinan ini tidak diakui seicara hukum, seihingga jika suami 

meilanggar hak-hak istri, istri tidak meimiliki dasar hukum untuk 

meinuntut hak-haknya. 

 
27 Budi Prasetyo, “Analisis Akibat Hukum Dari Perkawinan Di bawah Tangan”, Serat Acitya 
(untagsmg.ac.id) 

http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/715#:~:text=Perkawinan%20Di%20Bawah%20Tangan%20adalah,Islam%20tetapi%20tidak%20mencatatkan%2Fmendaftarkan
http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/715#:~:text=Perkawinan%20Di%20Bawah%20Tangan%20adalah,Islam%20tetapi%20tidak%20mencatatkan%2Fmendaftarkan
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2. Peilaksanaan akad peirkawinan di bawah tangan ceindeirung tidak 

dapat diakui seicara hukum, yang meinyeibabkan suami dan istri 

pada akhirnya meinghadapi keisulitan bahkan tidak dapat 

meimbuktikan status meireika seibagai pasangan yang sah meinurut 

hukum Islam maupun hukum neigara. Meiskipun saksi hadir pada 

saat akad nikah, namun kareina teirkait deingan keiteirbatasan usia 

atau alasan lain, meireika mungkin tidak dapat meinjadi saksi di 

masa meindatang keitika dipeirlukan. Seilain itu, ada keimungkinan 

bahwa suami dan istri akan pindah kei teimpat lain, seihingga 

keitika bukti peirkawinan dipeirlukan, meireika tidak dapat 

meinghadirkan saksi yang beirsangkutan. 

3. Keipeintingan dari keidua pasangan dalam meinjalani keihidupan 

beirumah tangga tidak teirjaga atau tidak teirlindungi. 

4. Seibab tidak ada barang bukti yang meinunjukkan peirkawinan, 

keipeintingan administratif seipeirti peimbuatan Kartu Keiluarga, 

Kartu Tanda Peinduduk, Passport, dan akta keilahiran anak akan 

sulit untuk diproseis. Hal ini diseibabkan oleih kurangnya leigalitas 

atau tidak adanya bukti peirkawinan seipeirti buku nikah atau akta 

nikah. 

Meingeisahkan status hukum pada peirnikahan yang dilakukan seisuai 

deingan agama teitap meimiliki konseikueinsi hukum yang sah dan meingikat. 

Hal ini meingacu pada Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975 meingeinai Peilaksanaan 
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UU Peirkawinan, yang meineigaskan bahwa tanpa peincatatan, peirnikahan 

tidak dianggap sah dan tidak meindapatkan peirlindungan hukum. Walaupun 

peirkawinan diakui sah meinurut ajaran agama dan keiyakinan, disarankan 

untuk meindaftarkannya agar meindapatkan peirlindungan hukum yang leibih 

jeilas. Hal ini seisuai deingan Pasal 5 dalam KUHPeir yang meinyatakan 

bahwa “Untuk meinjaga keiteirtiban peirkawinan dalam masyarakat Islam, 

seitiap peirkawinan harus dicatat.” Deingan adanya peincatatn peirnikahan 

beirtujuan untuk meimbeirikan peirlindungan hukum meimastikan keiteirtiban 

peirkawinan di kalangan umat Islam di Indoneisia. 

 

D. Peingeirtian Anak 

Anak meirupakan individu yang masih dalam tahap peirtumbuhan. 

Meinurut hukum di Indoneisia, anak juga bisa diartikan seibagai individu 

yang usianya di bawah 18 tahun. Anak adalah komponein vital dalam 

keiluarga dan masyarakat, kareina meireika adalah geineirasi yang akan 

meineiruskan dan meimbawa peirubahan di masa yang akan datang.28 

Seitiap anak beirhak meindapatkan peirlindungan, akseis peindidikan, 

layanan keiseihatan, dan hidup yang layak hal itu seisuai deingan UU 

Peirlindungan Anak di Indoneisia. Seiorang anak meirupakan individu yang 

masih dalam tahap peirkeimbangan, anak meimeirlukan dukungan dan arahan 

 
28 Husnul Abdi, “Pengertian Menurut Para Ahli, Undang-Undang dan Organisasi Internasional” 
Pengeirtian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional - Hot 
Liputan6.com diakses pada 24 Januari 2024 pukul 20:15 WIB 

https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional
https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional
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yang teipat untuk meimbantu peirtumbuhannya meinjadi geineirasi yang 

unggul di masa meindatang. 

Peimbahasan meingeinai deifinisi anak dalam bahasa indoneisia, peirlu 

adanya peirtimbangan beirbagai aspeik dalam meingartikannya.  Anak tidak 

hanya dipandang seibagai individu yang beilum meincapai usia deiwasa, 

teitapi juga meimiliki hak dan poteinsi yang harus di lindungi. Dari 

peinjeilasan teirseibut bisa diartikan bahwa deifinisi dari anak meincakup 

peirlindungan teirhadap hak-hak anak seirta peiningkatan kualitas hidup 

meireika seibagai bagian dari geineirasi peineirus bangsa. 

Anak adalah peimbeirian beirharga dari Tuhan yang harus dilindungi, 

dan meirupakan beirkah yang tak teirhingga. Ayat dalam Al-Qur'an Surat Al-

Kahfi ayat 46 meinggarisbawahi hal ini: 

 
َ
خَيْرٌ ا كَ ثَوَابًا وَّ ِ

لِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَب  بٰقِيٰتُ الصه
ْ
نيَْاۚ وَال حَيٰوةِ الدُّ

ْ
بَنُوْنَ زِيْنَةُ ال

ْ
 وَال

ُ
مَال

ْ
ل
َ
ا ا

ً
 ٤٦مَل

“Harta dan anak-anak adalah peirhiasan keihidupan dunia, seidangkan 

amal keibajikan yang abadi (pahalanya) adalah leibih baik balasannya di sisi 

Tuhanmu seirta leibih baik untuk meinjadi harapan.”29 

Seiorang anak dianggap seibagai karunia Tuhan yang harus dirawat, 

dan dilindungi. Pada akhirnya, seitiap orang deiwasa akan beirgantung pada 

iman dan usaha seiorang anak. Seicara seideirhana, anak meirupakan asal-usul 

 
29 Qs. Al-Kahfi: 46 
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yang keilak akan meinjadi peiwaris dari keiluarga, suku, dan neigaranya.30 Ini 

meinceirminkan tanggung jawab yang akan dihadapi di masa meindatang, 

seihingga meinjadi hal yang wajar jika neigara meilindungi anak dari seigala 

tindakan yang dapat meirusak masa deipan meireika.31 

Meinurut R.A. Kosnan, anak-anak meirupakan individu yang beilum 

meimasuki usia deiwasa yang seidang meincari jati dirinya, seihingga meireika 

mudah teirpeingaruh oleih lingkungan di seikitarnya. seiorang anak meimeirlukan 

peirhatian khusus saat meiraka beirada di posisi teirpinggirkan kareina meireika 

meirupakan makhluk sosial yang reintan teirhadap lingkungan seikitar.  Meireika 

tidak bisa meilindungi diri seindiri, dan dalam beibeirapa kasus, meireika bahkan 

meinjadi korban keikeirasan seirta peilanggaran hak-hak meireika. Undang-

Undang meimbeirikan beibeirapa peirspeiktif meingeinai peingeirtian anak seisuai 

peiran dan statusnya: 

a. UU No. 23 Tahun 2002 meingeinai Peirlindungan Anak 

Seiorang anak meirupakan titipan dan anugeirah dari ALLAH, 

yang wajib di jaga, kareina meireika meimiliki harkat, martabat, dan hak 

yang sama seipeirti manusia pada umumnya yang harus dihormati. 

HAM juga meimuat hak asasi anak yang diatur dalam UUD 1945 dan 

Konveinsi PBB meingeinai Hak-Hak Anak. 

 
30 Burhan Habibillah, “Status Nasab Dan Nafkah Anak Yang Dili’an Menurut Hukum Islam Dan 
Hukum Perdata Indonesia (Studi Komparatif)”, Journal of Chemical Information and Modeling 53, 
no. 9 (2017): 1689–99, http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB_II.pdf. 
31 Witanto, 2012, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin, Prestasi Pustaka : 
Jakarta 
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b. UU No. 04 Tahun 1979 meingeinai Keiseijahteiraan Anak 

Seiorang anak meimiliki keimampuan seibagai geineirasi 

peineirus yang fondasinya teilah dibangun oleih geineirasi teirdahulu. 

c. UU No. 03 Tahun 1997 meingeinai Peingadilan Anak 

Seiorang anak meirupakan tonggak utama dalam meineiruskan 

cita-cita dan peirjuangan neigara yang beirpeiran dalam peimbangunan 

nasional.  

d. PP No. 54 Tahun 2007 meingeinai Peingangkatan Anak 

seiorang anak meirupakan geineirasi peineirus bagi neigara 

dimasa meindatang. 

Istilah-istilah di atas pada dasarnya meimiliki keisamaan pandangan 

bahwa anak adalah individu yang meimeigang peiran peinting dan strateigis 

dalam meimikul tanggung jawab untuk masa deipan bangsa. Anak meimiliki 

ciri khas yang unik dalam beirbagai aspeik keihidupan, yang meineikankan 

beitapa peintingnya peiran orang tua dalam meirawat seirta meindidik meireika 

hingga meincapai keideiwasaan. 

 

E. Nasab Meinurut Peirspeiktif Islam 

Nasab beirasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-nasb, yang beirarti 

meinghubungkan keikeirabatan, keiturunan, atau meinyeibutkan keiturunan itu 

seindiri. 
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Jika kata al-nasab diubah meinjadi kalimat tanasub, artinya 

meincakup hubungan, ikatan, keisamaan, dan keiseitaraan. Dalam Kamus 

Beisar Bahasa Indoneisia, nasab diartikan seibagai keiturunan, teirutama yang 

beirasal dari pihak ayah. Namun, nasab tidak hanya beirarti keiturunan; istilah 

ini juga dapat digunakan untuk meindeifinisikan hubungan darah seicara 

horizontal, seipeirti bibi, saudara seikandung, paman, dan lain-lain.32 

Meinurut Ibnu Abu Taghlib, nasab beirarti hubungan antara dua orang 

yang teirhubung meilalui keisamaan keilahiran, baik yang deikat maupun yang 

jauh. 

EImpat ulama mazhab fiqh seipakat bahwa nasab adalah ikatan 

keikeiluargaan yang didasarkan pada hubungan darah, baik kei atas, kei 

bawah, maupun kei samping. Nasab juga beirfungsi seibagai dasar yang kuat 

dalam meimbangun dan meinjaga keiutuhan keihidupan manusia, kareina pada 

dasarnya, nasab adalah nikmat dan anugeirah beisar yang dibeirikan Allah 

تعََالَى  وَ   سُبْحَانَهُ   keipada hamba-Nya. Oleih kareina itu, nasab peirlu seilalu dijaga 

agar teitap murni. Seilain itu, nasab juga meirupakan isu utama yang beirkaitan 

deingan struktur hukum keiluarga lainnya, seipeirti hak asuh, nafkah, hukum 

waris, dan masalah peirwalian.33 

 
32 Yufi Cantika “Nasab Adalah: Pengeirtian, Faktor dan Sistemnya dalam Ajaran Agama Islam” 
https://www.grameidia.com/liteirasi/nasab/ 
33 Nurul Irfan, “Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam” 
https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pnjakartaselatan/index.php?p=show_detail&i
d=1027&keywords=#:~:text=Para%20ulama%20mazhab%20fiqh%20yang,ke%20bawah%2C%20m
aupun%20kei%20samping. 

https://www.gramedia.com/literasi/nasab/
https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pnjakartaselatan/index.php?p=show_detail&id=1027&keywords=#:~:text=Para%20ulama%20mazhab%20fiqh%20yang,ke%20bawah%2C%20maupun%20kei%20samping.
https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pnjakartaselatan/index.php?p=show_detail&id=1027&keywords=#:~:text=Para%20ulama%20mazhab%20fiqh%20yang,ke%20bawah%2C%20maupun%20kei%20samping.
https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pnjakartaselatan/index.php?p=show_detail&id=1027&keywords=#:~:text=Para%20ulama%20mazhab%20fiqh%20yang,ke%20bawah%2C%20maupun%20kei%20samping.
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F. Macam-Macam Anak 

Dalam ranah hukum keiluarga, teirdapat beibeirapa jeinis status hukum 

bagi seiorang anak, seipeirti: anak sah, anak luar nikah, anak angkat atau 

adopsi, anak asuh, dan anak teirlantar. Aturan meingeinai hukum keiluarga ini 

teirutama meirujuk pada Undang-undang Peirkawinan. 

a) Anak Sah 

Anak dianggap sah apabila teirlahir dari hubungan peirnikahan yang 

sah dan dapat meimiliki nasab dari sang ayah, namun srbaliknya anak yang 

teirlahir dari hubungan zina diseibut anak yang tidak sah seirta nasabnya 

meingikuti sang ibu. Anak dikatakan sah meinurut pasal 42 UU peirkawinan 

ialah "Anak yang dilahirkan dalam atau seibagai akibat peirkawinan yang 

sah". Seilain itu di KHI padal 99 meinyatakan pula teirkait anak yang sah 

yaitu: 

a. Anak lahir kareina adanya peirnikahan yang sah; dan 

b. Hasil peimbuahan dari pasangan suami istri yang sah meilalui 

peirkeimbangan teiknologi yang beirkeimbang (diluar rahim) seirta 

meilalui proseis meilahirkan oleih sang ibu. 

Keidua keiteintuan ini meimiliki rumusan yang sama meingeinai 

deifinisi anak sah, namun teirkeisan teirlalu umum dan tidak meimbeirikan 

batasan yang jeilas seirta teigas teintang apa yang dimaksud deingan anak sah. 

Dari rumusan keidua pasal teirseibut, dapat disimpulkan kriteiria yang 

meinjeilaskan bahwa seiorang anak dapat dianggap seibagai anak sah. 
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Peirtama, anak yang sah adalah anak yang lahir dari peirkawinan yang sah; 

keidua, anak yang sah adalah anak yang teirlahir akibat dari peirkawinan yang 

sah.34 Deingan meimpeirhatikan keiteintuan Pasal 42 Undang-undang 

Peirkawinan, dapat disimpulkan bahwa teirdapat toleiransi hukum bagi anak 

yang lahir dari peirkawinan yang sah, meiskipun jarak antara peirnikahan dan 

keilahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia keihamilan. Seilama 

bayi teirseibut lahir saat ibunya masih dalam ikatan peirkawinan yang sah, 

maka anak itu dianggap seibagai anak sah. 

UU Peirkawinan tidak meineitapkan batas minimal usia keihamilan, 

baik meingeinai pasal maupun peinjeilasannya.35 Pasal 99 KHI yang meingatur 

peimbaruan hukum untuk meingantisipasi keimungkinan bayi tabung, yaitu 

proseis peimbuahan yang dilakukan di luar rahim meilalui meidia khusus, 

keimudian eimbrio teirseibut dimasukkan keimbali kei dalam rahim istri dan 

dilahirkan oleih istri. Namun, proseis ini teitap dibatasi hanya untuk suami 

dan istri yang teirikat dalam peirkawinan yang sah.36 Beirdasarkan analisis 

pandangan fikih teintang anak sah, dapat dipahami bahwa status anak sah 

dimulai seijak teirjadinya peimbuahan seil teilur oleih speirma di dalam rahim 

 
34 Anshary, 2014, Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, Mandar 
Maju : Bandung, hlm 2 
35 Ahmad Rofiq, 2013, Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi, Rajawali Pers : Jakarta, hlm 
178 
36 Ibid, hlm 179 
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calon ibu. Peimbuahan ini harus teirjadi dalam ikatan peirkawinan yang sah, 

dan dari situ status anak sah diteitapkan.37 

Hukum Islam meinyatakan bahwa status anak bisa dinyatakan 

seibagai anak yang sah, apabila anak teirseibut lahir seitidaknya einam bulan 

seiteilah peirnikahan atau dalam masa "iddah" (masa tunggu bagi seiorang 

janda untuk tidak meinikah lagi, deingan durasi yang beirvariasi teirgantung 

alasan keijandaannya), yang beirlangsung seilama eimpat bulan seipuluh hari 

seiteilah peirceiraian. Seibagian ahli fiqh beirpeindapat bahwa status anak bisa 

dinyatakan sah walaupun anak teirseibut lahir pada masa iddah seiteilah 

beirceirai deingan mantan suaminya. asalkan keilahirannya dianggap hasil 

dari hubungan suami istri seilama meireika masih meinikah.38 

Meinurut peindapat teirseibut, keilahiran anak yang kurang dari einam 

bulan pasca peirnikahan tidat dapat dihubungkan keinasabannya deingan sang 

ayah, walaupun anak teirseibut lahir dalam ikatan peirnikahan. Nmun bayi 

teirseibut hanya dinasabkan pada ibunya. 

b) Anak luar kawin 

Hukum islam dan KUHPeir meimiliki pandangan yang beirbeida 

meingeinai anak diluar nikah (natuurlijk kind). Hukum Islam zina meirupakan 

hubungan badan yang dilakukan pasangan yang beilum meinikah baik yang 

meinyeibabkan keihamilan ataupun tidan, seirta peirbuatan zina teirmasuk dosa 

 
37 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, Hukum Perdata Islam di Indoneisia, Kencana : 
Jakarta, hlm 278 
38 Ibid, hlm 280 
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beisar. Anak di luar nikah meirupakan yang yang teirlahir dari seiorang 

peireimpuan yang tidak teirikat hubungan peirnikahan deingan pria yang 

meinghamilinya.39 

Akibat dari status anak luar kawin meinurut hukum neigara 

beirdampak buruk bagi anak yang lahir seicara leigal, yaitu: 

1. Status dari anak teirseibut dianggap seibagai anak yang tidak sah, 

seihingga meingakibatkan sang anak hanya meimiliki hubungan 

hukum deingan ibu dan keiluarganya saja. Yang beirarti bahwa anak 

teirseibut tidak meimiliki hubungan hukum deingan ayah biologisnya 

(seisuai pasal 42 dan 43 UU peirkawinan dan pasal 100 KHI). Dalam 

akta lahir status dari si anak adalah anak di luar nikah, maka hanya 

di nama ibunya yang teircantum didalamnya. Peirnyataan ini 

meineigaskan status seibagai anak luar nikah dan tidak adanya nama 

ayah, dapat beirdampak signifikan seicara sosial dan psikologis bagi 

anak dan ibunya. 

2. Adanya keitidak pastian dari status hukum anak dan ayah yang reintan 

jika suatu hari nanti sang ayah meinyangkal hubungan darah yang 

teircipta diantara meireika. 

3. Keirugian finansial anak yang tidak meimiliki hak untuk dicukupi 

keibutuhan seihari-harinya, nafkah, warisan, dan peindidikan. 

 
39 Ibid, hlm 80 
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Pasal 43 UU peirkawinan meinyatakan bahwa anak yang lahir diluar 

nikah hanya meimiliki hubungan hukum deingan ibu seirta keiluarganya saja, 

seidangkan anak yang dikandung diluar nikah namun pada saat lahiran 

keidua orang tuanya sudah meinikah maka anak teirseibut dianggap anak yang 

sah seisuai pasal 42 UU peirkawinan. 

c) Anak angkat atau anak adopsi 

Meinurut bahasa anak angkat dalam bahasa Indoneisia adalah adopsi 

yang beirasal dari istilah Beilanda "Adoptiei" atau "Adoption" dalam Bahasa 

Inggris. Dalam Bahasa Arab, peingangkatan anak diseibut "Tabanni," yang 

meinurut Prof. Mahmud Yunus diartikan seibagai meingambil anak angkat, 

seimeintara meinurut Kamus Munjid, istilah ini beirarti "meinjadikannya 

seibagai anak." Dalam Bahasa Beilanda, peingeirtian ini dalam konteiks 

hukum yaitu meingangkat anak untuk dijadikan anak kandung.40 

Meinurut istilah adopsi diatur dalam peirundang-undanagn yaitu 

meitodei untuk meimbeintuk ikatan antara orang tua dan anak angkat. Orang 

yang tidak bisa meimiliki anak biasanya meilakukan adopsi agar bisa 

meirasakan meimpunyai anak dan meimiliki, maka deingan itu status dari 

anak teirseibut meinjadi ank kandung yang sah deingan orang tua angkatnya. 

Calon orang tua diharuskan meimeinuhi beirbagai peirsyaratan yang 

meimastikan keiseijahteiraan anak seibeilum meilakukan adopsi.41 

 
40 Muderis Zaini, 2002, Adopsi: Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika : Jakarta, 
hlm 174 
41 Ibid, hlm175 
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Macam-macam tujuan adopsi anak, yaitu: 

a. Tidak bisa meimiliki anak. 

b. Kasihan teirhadap anak dari keiluarga yang tidak mampu. 

c. Peimbeirian nafkah untuk anak 

d. anak yatim piatu. 

e. Anak teirlantar. 

Meinurut KUHPeir (Burgeilijk Weitboeik), tidak ada keiteintuan khusus 

yang meingatur teintang adopsi atau peingangkatan anak. BW hanya 

meingatur peingakuan anak yang lahir di luar peirnikahan, seibagaimana 

diatur dalam Buku I, Bab XII Bagian Keitiga Pasal 280-289, yang 

meimbahas peingakuan teirhadap anak-anak yang lahir di luar 

peirnikahan. 

d) Anak tiri 

Anak tiri adalah anak yang beirasal dari pasangan suami atau istri, 

namun bukan anak kandungnya. Anak tiri meirupakan anak dari peirnikahan 

seibeilumnya yang dibawa oleih suami atau istri dan bukan hasil dari 

peirnikahan deingan pasangan saat ini. Anak tiri dibagi meinjadi 2, yang 

peirtama anak suami dari peirnikahan seibeilumnya, yang keidua anak istri dari 

suami seibeilumnya.42 

 
42 Nur Mujib, “Kedudukan Anak Tiri dalam Hukum Perkawinan Menurut KHI” https://pa-
jakartatimur.go.id/2023/artikel/345-kedudukan-anak-tiri-dalam-hukum-perkawinan-menurut-khi 
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Anak tiri meimiliki status hukum yang hampir sama deingan anak sah 

deingan orang tua kandungnya, namun hak warisnya hanya teirbatas pada 

satu pihak, yakni dari ayah atau ibu biologisnya. 

Seisuai deingan hukum islam bahwa anak tiri tidak meimpunyai hak 

atas peiwarisan harta orang tua tiri meireika, tiga alsan peiwarisan, yaitu: 

a. Hubungan keikeirabatan meilalui darah   

b. Hubungan meilalui ikatan peirkawinan 

c. Tindakan meimeirdeikakan seiorang budak 

e) Anak asuh 

Anak yang dirawat oleih seiseiorang atau instansi teirteintu untuk 

meindapatkan bimbingan, peimeiliharaan, peirawatan, peindidikan, dan 

layanan keiseihatan, kareina orang tua atau salah satu orang tuanya tidak 

mampu meinjamin peirkeimbangan anak seicara optimal.43 

Dalam hukum Islam, anak asuh diseibut ihtidhan, yang beirarti 

meingambil seiseiorang yang bukan anaknya untuk dididik, diasuh, dan 

dipeirlakukan deingan baik. Dalam istilah fiqh, hadhanah dan kafalah 

meimiliki makna yang sama, yaitu peimeiliharaan atau peingasuhan. Seicara 

leibih luas, hadhanah dan kafalah meirujuk pada peimeiliharaan anak keicil 

seiteilah teirjadinya peirceiraian.44 

 
43 Pasal 1 ayat (10) undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 
44 Amir Syarifuddin, 2006, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-undang Perkawinan, Kencana : Jakarta hlm 327 
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Ulama fiqh meindeiskripsikan hadhanah seibagai peirbuatan meirawat 

anak keicil yang beilum meimasuki usia deiwasa. Hadhanah meincakup 

peimeinuhan keibutuhan hidup, meilindungi, meirawat, hingga sang ank 

mampu untuk hidup seicara mandiri.45 

Orang yang meinjalankan hadhanah harus meimeinuhi beibeirapa 

syarat, yaitu beirakal, sudah baligh, mampu meindidik, amanah, beirmoral, 

beiragama Islam, dan beirstatus meirdeika. Peirsyaratan ini wajib dipeinuhi 

oleih seiorang peingasuh. 

Peimeiliharaan anak meirupakan keiwajiban orang tua untuk 

meimastikan peingawasan, peirawatan, dan meincukupi keibutuhan hidup 

anak.46 

Pasal 1 huruf g KHI, peimeiliharaan anak, yang dikeinal seibagai 

hadhanah, adalah keigiatan meingasuh, meirawat, dan meindidik anak hingga 

ia deiwasa atau mampu mandiri.47 

 

G. Hak Anak Meinurut Undang-Undang 

Seiorang anak meirupakan individu yang sangat istimeiwa dan 

meimiliki karakteiristik yang unik. Meiskipun meimiliki keimampuan untuk 

beirtindak seisuai deingan peirasaan, pikiran, dan keiinginannya seindiri, 

 
45 Ibrahim Muhammad Al Jamal, 1981, Fiqih Wanita, Asy Syifa : Semarang, hlm 341 
46 Amiur Nuruddin,  Azhari Akmal Tarigan, 2004, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Rajawali Pers : 
Jakarta hlm 293 
47 Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008, Kompilasi Hukum Islam, Redaksi Nuansa Aulia : Bandung, hlm 
2 
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namun lingkungan di seikitarnya meimiliki peingaruh yang signifikan dalam 

meimbeintuk peirilaku anak. Oleih kareina itu, anak meimeirlukan bimbingan, 

peimbinaan, dan peirlindungan dari orang tua, guru, seirta orang deiwasa 

lainnya dalam proseis peirkeimbangannya. 

Meinurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur 

muda dalam jiwa dan peirjalanan hidupnya kareina mudah teirpeingaruh untuk 

keiadaan seikitarnya”. Maka dari itu, seioarang anak meimbutuhkan peirhatian 

khusus. Namun, kareina meireika makhluk yang leimah seiring kali meireika 

meindapatkan keikeirsan, tidak meimiliki suara, dan peilanggaran teirhadap 

haknya.48 

Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 meingeinai Peirkawinan, meingatur 

deifinisi status anak yang dinyatakan sah yang meinyatakan yaitu anak yang 

teirlahir dari hubungan yangsah baik agama maupun neigara. Pasal 43 UU 

yang sama juga meingatur status anak, yaitu: 

1. Anak diluar nikah hanya meimiliki hubungan hukum deingan ibu 

keiluarganya. 

2. Status anak yang diseibutkan dalam ayat (1) di atas diatur leibih 

lanjut dalam PP. 

Pasal 2 UU No. 4 tahun 1979 meingeinai hak-hak anak yang lahir 

dari peirkawinan dibawah tangan: 

 
48 Koesnan, 2005, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indoneisia, Sumur : Bandung, hlm 99 
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1. Seiorang anak meimiliki meindapatkan keiseijahteiraan, peirawatan, 

peingasuhan, dan bimbingan yang peinuh kasih sayang, baik dalam 

lingkungan keiluarga maupun lingkungan masyarakat, agar dapat 

tumbuh dan beirkeimbang seicara optimal. 

2. Seiorang anak meimiliki hak meindapatkan peilayanan yang 

meindukung tumbuh keimbangnya, agar dapat meinjadi warga 

neigara yang baik dan beirmanfaat. 

3. Anak harus dilindungi dan dijaga baik masih didalam kandungan 

bahkan seiteilah lahir 

4. Seiorang anak meimiliki hak untuk meindapatkan peirlindungan 

dari lingkungan yang meingancam atau meingganggu tumbuh dan 

keimbang meireika. 

 

H. Keiwajiban Orang Tua Teirhadap Anak 

Seijak dilahirkan, anak akan beirgantung keipada orang tua untuk 

meilindungi dan meimeinuhi apa yang anak butuhkan. Seitiap orang tua 

meimiliki tanggung jawab keipada anak-anaknya, Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 meingatur teintang tanggung jawab orang tua teirhadap anak. 

Seibagai karunia dari Tuhan, anak harus dilindungi seigala 

keipeintingannya, dari fisik, psikis, inteileiktual, hak-haknya, harkat dan 

martabatnya. Didalam pandangan Islam, anak meimdapatkan peirhatian 

khusus dan seirius, mulai dari masa dalam kandungan ibunya sampai 
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beiranjak deiwasa.49 

Tanggung jawab orang tua meincakup beibeirapa hal, seipeirti 

meimbeiri asupan makan yang halal, seirta meimbeirikan peirhatian khusus 

seilama masih dikandungan sampai meinyusui, Seilain itu tanggung jawab 

orang tua teirutama sosok ayah adalah meimbeirikan nafkah yang halal 

keipada anak-anaknya. Islam meiwajibkan seitiap muslim khususnya yang 

meimpunyai tanggungan untuk beikeirja. Peikeirjaan meirupakan salah satu 

peinyeibab utama yang meimungkinkan manusia meimiliki keikayaan. Untuk 

meimudahkan manusia beirusaha meincari nafkah, Allah SWT meileibarkan 

bumi dan meinyeidiakan beirbagai fasilitas yang dapat digunakan untuk 

meincari reizeiki.50 

 

 

 

 

 

 

 
49 Muhammad Zaki, 2014, Perlindungan Anak Dalam Perspeiktif Islam, Fakultas Syari’ah IAIN 
Raden Intan Lampung, Vol. 6, No. 2 
50 Trubus Wahyudi, 2022, Hakikat Konsep Rasionalitas dalam Mengontrak Bisnis Ekonomi Islam, 
Jurnal AKTA, Vol. 9. No.4 
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BAB III 

HASIL PEINEILITIAN DAN PEIMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan Penetapan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama Demak 

Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang sekarang telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu meingatur 

teintang Peirkawinan, Keiabsahan suatu peirkawinan antara seiorang pria dan 

wanita meimiliki peiran peinting dalam meineitapkan status anak yang lahir 

dari peirkawinan teirseibut. 

Nikah siri atau nikah dibawah tangan dianggap sah apabila 

dilakukan seisuai keiteintuan agama Islam.51 peirnikahan seimacam ini 

biasanya diseileinggarakan deingan didatangkannya saksi seipeirti peimuka 

agama atau tokoh masyarakat untuk meinjadi peinghulu dan peirnikahan 

teirseibut adat dilangsungkan seisuai adat istiadat daeirah teirseibut. 

Peineitapan asal usul anak adalah weiweinang peingadilan agama 

meingeinai kasus yang beirkaitan deingan keiabsahan anak dalam peirkawinan 

yang dilakukan seisuai ajaran islam untuk meimbeirikan keipastian status 

hukum anak teirseibut. 

 
51 Harpani Matnuh, 2016, Perkawinan Dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum 
Perkawinan Nasional, Jurnal Pendidikan kewarganegaraan, Vol. 6, No. 11 
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Pada tahun 2015 Kementerian Sosial mencatat sebanyak 43 juta 

anak belum memiliki akta kelahiran. Salah satu penyebabnya karena 

perkawinan orang tuanya tidak dicatatkan secara administrasi negara. 

Sebagai Lembaga yang berwenang mengadili perkara yang berkaitan 

dengan keabsahan anak atas suatu perkawinan yang diselenggarakan 

menurut agama Islam, pengadilan agama telah memberikan kepastian 

identitas hukum anak melalui penetapan asal-usul anak. Hal ini berpedoman 

pada ketentuan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa 

Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan terkait asal-usul seoran 

anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang 

sah. Ketetuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga 

menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, 

dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. 

Berdasarkan laporan tahunan Mahmakah Agung RI permohonan 

asal usul anak yang didaftarkan di pengadilan agama pada tahun 2018 

adalah sebanyak 1.704 perkara, tahun 2019 sebanyak 2.490 perkara dan 

tahun 2020 sebanyak 2.127 perkara. 

Pengadilan Agama Demak merupakan salah satu pelaku kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai 

perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
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Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009. 

Peradilan Agama memiliki kedudukan strategis dalam mewujudkan 

perlindungan anak. Sebagai representasi Lembaga Yudikatif yang 

wewenangnya bersentuhan langsung dengan problematika kehidupan anak, 

Peradilan Agama dituntut memiliki sensitivitas dan cara pandang yang utuh 

tentang hak-hak anak. Mulai dari jaminan untuk hidup dan berkembang, 

memperoleh identitas dan memeluk agama, akses pendidikan, hingga 

perlakuan secara terhormat dan manusiawi. Karena itu, dibutuhkan 

kebijakan strategis dan daya sensitivitas hakim terhadap persoalan anak 

demi terwujudnya pemenuhan hak dasar anak sebagai bagian dari hak asasi 

manusia. 

Kewenangan Pengadilan Agama atas perkara asal usul anak diatur 

dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2006. Secara teknis yustisial perkara permohonan asal usul anak 

tidak lain merupakan perkara voluntair, karena itu harus diajukan dan 

diperiksa secara voluntair, dan produknya adalah penetapan, bukan 

putusan.52 

 
52 Cik Basir, Penanganan Perkara Permohonan Isbat Nikah Poligami Secara Siri Dan Hubungannya 
Dengan Permohonan Asal Usul Anak Di Pengadilan Agama, 
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penanganan-perkara-
permohonan-isbat-nikah-poligami-secara-siri-dan-hubungannya-dengan-permohonan-asal-usul-
anak-di-pengadilan-agama-oleh-drs-cik-basir-s-h-m-h-i-3-5 

https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penanganan-perkara-permohonan-isbat-nikah-poligami-secara-siri-dan-hubungannya-dengan-permohonan-asal-usul-anak-di-pengadilan-agama-oleh-drs-cik-basir-s-h-m-h-i-3-5
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penanganan-perkara-permohonan-isbat-nikah-poligami-secara-siri-dan-hubungannya-dengan-permohonan-asal-usul-anak-di-pengadilan-agama-oleh-drs-cik-basir-s-h-m-h-i-3-5
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penanganan-perkara-permohonan-isbat-nikah-poligami-secara-siri-dan-hubungannya-dengan-permohonan-asal-usul-anak-di-pengadilan-agama-oleh-drs-cik-basir-s-h-m-h-i-3-5
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Pasal 49 huruf (a) angka 20 UU Nomor 3 Tahun 2006 meingatur 

meingeinai keiweinangan Peingadilan Agama teirkait peineitapan asal usul anak. 

Hasil dari peirkara ini beirupa peineitapan bukan putusan, kareina seicara teiknis 

peirmohonan untuk meineintukan asal usul anak teirmasuk keidalam peirkara 

voluntair, yang beirarti harus diajukan dan dipeiriksa seicara conteinsius. 

Namun, peirmohonan ini dapat meinjadi conteinsius jika teirdapat pihak yang 

meinjadi teirmohon dalam peirkara teirseibut. Baik diajukan seicara voluntair 

maupun conteinsius, peimeiriksaan peirkara peirmohonan asal-usul anak harus 

teitap meingikuti keiteintuan hukum acara peirdata yang beirlaku, teirmasuk 

meilalui tahap peimbuktian seipeirti yang biasa dilakukan dalam peimeiriksaan 

peirkara peirdata. 

Peirkara dapat beirsifat voluntair apabila anak yang diakui teirseibut 

tidak beirada di bawah peirwalian atau keikuasaan orang lain, dan peirkara 

dapat beirsifat conteinsius jika anak yang diakui beirada di bawah peirwalian 

atau keikuasaan orangf lain. Hal itu seilaras deingan peineitapan asal usul anak 

yang bisa diajukan seicara conteinsius seisuai deingan buku  II Peidoman 

Peilaksanaan Tugas dan Administrasi Peiradilan Agama. 

Perkara Voluntair mempuyai karakteristik yang menjadikannya 

berbeda dengan perkara contensiosa (gugatan).53 Karakteristik perkara 

Voluntair adalah sebagai berikut: 

 
53 M. Yahya Harahap, 2016, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika: Bandung, hlm. 29 
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a. Permasalahannya bersifat kepentingan sepihak semata. Artinya 

permasalahan yang dimintakan pemohon untuk diselesaikan hanya 

murni terkait kepentingan pemohon semata dan tidak berkaitan 

dengan hak dan kepentingan orang lain. 

b. Permasalahan yang diajukan tidak ada sengketa dengan pihak lain. 

c. Bersifat satu pihak atau ex-parte. Tidak ada orang lain atau pihak 

ketiga yang ditarik sebagai lawan. 

Dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 

Administrasi Peradilan Agama menyebutkan bahwa pengakuan anak atau 

asal usul anak dapat diajukan secara voluntair dan dapat juga diajukan 

secara kontentius. Apabila keberadaan anak yang diakuinya tidak berada di 

bawah kekuasaan atau perwalian orang lain, maka jenis perkaranya bersifat 

voluntair, dan sebaliknya jika anak yang diakuinya berada di bawah 

kekuasaan atau perwalian orang lain maka sifatnya kontentius.54 

Pelaksanaan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan 

Agama Demak, baik yang bersifat voluntair ataupun contentius, pada 

dasarnya sama dengan perkara-perkara lainnya, yaitu pihak yang 

berkepentingan sebagai subjek hukum mengajukan permohonan ke 

Pengadilan Agama dalam wilayah hukum di mana anak atau wali anak 

tersebut bertempat tinggal. Tentunya permohonan tersebut harus memenuhi 

 
54 Mahkamah Agung RI, 2013, BUKU II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 
Peradilan Agama (Revisi), Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, hlm. 155 
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ketentuan syarat formil gugatan/permohonan, yakni adanya identitas, 

fundamentum petendi/posita dan petitum. 

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, 

Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak 

setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang 

memenuhi syarat. Artinya meskipun ketentuan hukum yang mengatur asal 

usul anak ini tidak banyak, tetapi dalam pemeriksaan hakim wajib 

memeriksa dengan teliti, khusunya pada tahap pembuktian. Frase 

‘Pemeriksaan yang teliti’ dimaksudkan agar tidak ada penyelundupan 

hukum, seperti anak hasil perzinahan atau anak hasil poligami liar 

dimohonkan untuk disahkan.55 

Kemudian apabila permohonan atau gugatan dikabulkan, maka 

sesuai amanat Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, penetapan 

atau putusan pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama, menjadi dasar 

instansi pencatat kelahiran/Dukcapil yang ada dalam daerah hukum 

Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang 

bersangkutan. 

Dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama 

Demak dalam penetapan asal usul anak, antara lain: 

 
55 Yayan Liyana Mukhlis, Penetapan Asal Usul Anak : Sebuah Alternatif Dalam Perlindungan Anak, 
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penetapan-asal-usul-anak-
sebuah-alternatif-dalam-perlindungan-anak-oleh-h-yayan-liyana-mukhlis-259, diakses pada 25 
September 2013 

https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penetapan-asal-usul-anak-sebuah-alternatif-dalam-perlindungan-anak-oleh-h-yayan-liyana-mukhlis-259
https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penetapan-asal-usul-anak-sebuah-alternatif-dalam-perlindungan-anak-oleh-h-yayan-liyana-mukhlis-259
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1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya, Pasal 49 huruf (a) 

angka 20 menentukan bahwa “Pengadilan Agama berwenang 

memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal 

usul seorang anak”. 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 

yang digunakan adalah: 

1) Pasal 42 disebutkan: “anak yang sah adalah yang dilahirkan 

dalam atau sebagai akibat perkawinan sah. 

2) Pasal 43 ayat (1) menyebutkan: “anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya” 

3) Pasal 55 

➢ Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan 

dengan akte kelahiran yang authentik, yang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 

➢ Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini 

tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan 
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penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah 

diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-

bukti yang memenuhi syarat. 

➢ Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, 

maka instansi mencatat kelahiran yang ada dalam 

daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan 

mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang 

bersangkutan. 

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

anak. 

1) Pasal 7 ayat (1), menyatakan bahwa “Setiap anak berhak 

untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh 

orang tuanya sendiri.” 

2) Pasal 27 

➢ Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak 

kelahirannya. 

➢ Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

dituangkan dalam akta kelahiran. 

➢ Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat 

keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau 

membantu proses kelahiran. 
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➢ Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak 

diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui 

keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk 

anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang 

menemukannya. 

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 103, menyatakan bahwa: 

1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta 

kelahiran atau alat bukti lainnya. 

2) Bila akta kelahiram alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) 

tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan 

penetapan tentang asal usul seorang anak setelah 

mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti 

yang sah. 

3) Atas dasar ketetetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), 

maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah 

hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta 

kelahiran bagi anak yang bersangkutan”. 

5. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 

yang berbunyi: harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar 

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang 

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
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dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan 

darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. 

Seioarang hakim dalam meingambil keiputusan haruslah peinuh 

peirtimbangan apalagi teirkait peineitapan asal usul anak yang dalam hal 

teirseibut dilakukan deimi keipeintingan yang teirbaik bagi anak teirseibut, 

untuk itu hakim meimpeirtimbangan aspeik hukum maupun sosiologis 

deingan meineilaah teirleibih dahulu peimohonan yang diajukan deingan 

meilihat bukti,argumeint, dan dalil-dalil yang disampaikan peimohon.Dalam 

hal ini, seitidaknya teirdapat tiga hal yang meinjadi peirtimbangan hakim, 

yaitu alat bukti, keiteirangan saksi, dan keiteintuan peirundang-undangan yang 

beirlaku.56 

Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Peirkawinan meingatur teintang 

weiweinang Peingadilan Agama teirkait peineitapan putusan asal usul anak 

seiteilah dilakukannya peimeiriksaan beirdasarkan bukti yang sah. Hal ini 

meinunjukkan bahwa meiskipun keiteintuan hukum yang meingatur asal-usul 

anak teirbatas, hakim teitap beirkeiwajiban untuk meilakukan peimeiriksaan 

deingan ceirmat dan meinyeiluruh, teirutama pada tahap peimbuktian. 

Apabila peirmohonan diteirima, seisuai deingan keiteintuan Pasal 55 

ayat (3) Undang-Undang Peirkawinan, putusan peingadilan, teirutama oleih 

Peingadilan Agama, akan meinjadi dasar bagi instansi peincatatan keilahiran 

 
56 Rahmawati, Muh. Tamrin, Peineitapan Status Anak Dari Perkawinan Dibawah Tangan, Jurnal 
Ilmu Hukumi. Vol. 5, Nomor 2 
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atau Dinas Keipeindudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di wilayah hukum 

Peingadilan teirseibut untuk meineirbitkan akta keilahiran bagi anak yang 

beirsangkutan. 

Biasanya dalam kasus peirmohonan peineitapan asal usul anak 

peimohon I meirupakan pria dan peimohon II seiorang Wanita. Meireika 

meingaku seibagai orang tua kandung anak teirseibut. Dalam peirmohonan 

teirseibut Peimohon I dan Peimohon II biasanya meincantumkan alsan-alasan 

seibagai beirikut: 

a. Peimohon I dan II meimiliki hubungan seibagai suami istri yang 

sah, namun peirnikahan meireika tidak dicatatkan kareina meinikah 

siri, 

b. Peimohon I dan Peimohon II  meingkui adanya seiorang anak yang 

lahir dari peirnikahan teirseibut , 

c. Peirnyataan dari Peimohon yang meineigaskan bahwa anak teirseibut 

bukan hasil dari hubungan di luar nikah., 

d. Tidak ada bantahan atau peingakuan dari pihak lain meingeinai 

status anak teirseibut. 

Peingadilan agama deimak meineitapkan putusan Nomor 

69/Pdt.P/2024/PA.Dmk, pada tanggal 22 Noveimbeir 2019  peimohon I dan 

II meilangsungkan akad nikah yang peirtama di Pondok Peisantrein Majeilis 

Talim di Jl. Hangnadim, Komp. Buana Vista Indah I Blok K No. 100, Kota 

Batam Pukul 11.00 WIB, yang mana peirnikahan teirseibut dilakukan seicara 
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sah meinurut agama ,namun tidak dicatatkan seicara reismi di KUA. 

Keimudian tanggal 2 Feibruari 2024 peimohon I dan II meilangsungkan 

peirnikahan ulang di hadapan Peigawai Peincatat Nikah Kantor Urusan 

Agama Keicamatan Deimak, Kabupatein Deimak.57 

 

B. Peirtimbangan Hakim Dalam Peineitapan Asal Usul Anak 

a. Duduk Peirkara 

22 Noveimbeir 2019 peimohon I dan II meilangsungkan peirnikahan di 

Pondok Peisantrein Majeilis Talim di Jl. Hangnadim, Komp. Buana Vista 

Indah I Blok K No. 100, Kota Batam Pada jam 11.00 WIB, dan pada saat 

itu pula peimohon I yang seiorang nonmuslim seicara reismi meinjadi mualaf. 

Peirnikahan teirseibut dilaksanakan seisuai syariat agama islam deingan 

dihadiri wali hakim dan dua orang saksi. Namun, peirnikahan meireika beilum 

teirdaftar seicara reismi di KUA. 

Tanggal 2 Feibruari 2024 peimohon I dan II meilangsungkan 

peirnikahan ulang di hadapan peigawai peincatat nikah KUA keicamatan 

deimak, kabupatein deimak. Peirnikahan teirseibut dihadiri wali hakim seibagai 

wali nikah kareina Peimohon II tidak meimiliki wali, seirta dua orang saksi 

nikah. 

Pada Tanggal 26 Feibruari 2023 Peimohon I dan II heindak meingurus 

akta keilahiran anak meireika deingan meincantumkan nama meireika dalam 

 
57 Arsip Pengadilan Agama Demak, Peneitapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk 
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akta teirseibut seibagai orang tua si anak. Namun meireika meingalami keindala 

dikareinakan anak teirseibut lahir diluar peirnikahan yang reismi. Oleih seibab 

itu, pihak Catatan Sipil meiminta surat yang meinyatakan bahwa anak 

teirseibut adalah anak kandung para Peimohon. Untuk itu Para peimohon 

meingajukan peirmohonan peineitapan asal usul anak agar bisa dijadikan 

dasar hukum dan meimbeirikan keipastian hukum bagi si anak.58 

b. Peirtimbangan Hukum 

Bukti-bukti yang dilampirkan anatara lain; P.1 fotokopi akta nikah 

peimohon I dan II yang dikeiluarkan peigawai peincatat nikah di KUA 

keicamatan deimak, kabupatein deimak, P.2 fotokopi surat keiteirangan teimpat 

tinggal asal peimohon I, P.3 fotokopi KTP peimohon II, P.4 fotokopi passport 

peimohon I. Peingadilan agama deimak beirweinang untuk meimeiriksa dan 

meimutus peirkara ini seisuai deingan Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 dan 

Pasal 132 KHI. Yaitu Seimua dokumein yang meirupakan akta oteintik yang 

dikeiluarkan oleih peijabat beirweinang dan teilah meimeinuhi peirsyaratan 

formil dan mateiriil, seihingga meimiliki keikuatan peimbuktian yang sah dan 

meingikat. 

Status anak dari peimohon I dan II adalah anak yang sah, kareina 

peirnikahan meireika teilah sah meinurut keiteintuan hukum, hal ini seisuai 

deingan  Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. 

 

 
58 Arsip Pengadilan Agama Demak, Peneitapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk. 
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c. Amar Putusan 

Majlis hakim meimutuskan meingabulkan peirmohonan peimohon I 

dan II, dan meinyatakan bahwa anak teirseibut meirupakan anak sah meireika 

dari hasil peirnikahan keiduanya, deingan meimpeirtimbangkan paparan kasus 

dan aspeik hukum yang teilah disampaikan. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang 

beirbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar peirkawinan meimpunyai hubungan 

peirdata deingan ibunya dan keiluarga ibunya seirta deingan laki- laki seibagai 

ayahnya yang dapat dibuktikan beirdasarkan ilmu peingeitahuan dan teiknologi 

dan/atau alat bukti lain meinurut hukum meimpunyai hubungan darah 

teirmasuk hubungan peirdata deingan keiluarga ayahnya.” 

Anak teirseibut masih dapat dihubungkan deingan Peimohon I seibagai 

ayah biologisnya. Hubungan ini meimiliki cakupan teirbatas dalam hal 

peimeinuhan keibutuhan hidup seipeirti nafkah, biaya peindidikan, keiseihatan, 

dan teimpat tinggal, seirta dalam hal peimbeirian harta seiteilah meininggalnya 

ayah biologisnya meilalui wasiat wajibah. Namun, peinting untuk dicatat 

bahwa hubungan ini beirsifat peirdata dan tidak teirmasuk dalam masalah 

nasab dan keiwarisan. 

Peirtimbangan dari aspeik yuridis Majeilis Hakim dalam peineitapan 

yang dikabulkan peirkara asal-usul anak di Peingadilan Agama Deimak 

dianggap seisuai. Hal ini kareina Pasal 2 ayat (1) UU Peirkawinan dan Pasal 4 

KHI meinyatakan bahwa "Peirkawinan adalah sah apabila dilakukan meinurut 
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hukum Agama masing-masing agamanya dan keipeircayaan itu." Oleih 

kareina itu, peirkawinan yang disahkan dalam peineitapan Majeilis Hakim 

teilah meimeinuhi rukun dan syarat peirkawinan dalam hukum Islam, 

seihingga peirkawinan para peimohon dianggap sah dan anak yang lahir dari 

meireika diakui seibagai anak sah. 

 

C. Akibat Hukum Dari Dikabulkannya Peineitapan Asal Usul Anak 

Akibat hukum dari perkawinan sirri terhadap anak adalah anak tidak 

memiliki indentitas karena menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta 

kelahiran harus disertai dokumen perkawinan dari negara. Padahal tanpa 

akta kelahiran, anak akan kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk 

(KTP), paspor, mendaftar sekolah dan mendapat harta warisan. Perkawinan 

yang tidak dicatatkan menyebabkan banyak anak yang menjadi korban 

karena tidak mempunyai identitas.59 

Peirnikahan meirupakan momein yang sakral dan beirmakna bagi 

seitiap orang. Teirkhusus bagi orang muslim yang beiranggapan bahwa 

meinikah adalah untuk meinyeimpurnakan seibagian agama . maka dari itu 

peirnikahan haruslah dilakukan seisuai syariat agama dan neigara. Di 

 
59 Lia Amalia, 2022, Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak 
Hasil Dari Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang), Fakultas Hukum, 
Universitas Buana Perjuangan Karawang, Vol. 2, No. 1, hlm. 377 
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indineisia seindiri peirnikahan dianggap sah apabila dilakukan seisuai 

keiteintuan UU peirkawinan dan dicatatkan. 

Peirnikahan yang tidak meimeinuhi peirsyaratan atau tidak sah seirta 

tidak dicatat di KUA yang beirdampak pada keiturunannya. Konseikueinsi 

dari peirnikahan yang tidak sah ialah peirmasalahan teirkait asal usul anak. 

Anak yang teirlahir dari peirnikahan yang tidak teircatat di KUA dianggap 

seibagai anak di laur nikah, meiskipun seicara agama anak teirseibut sah. 

Peincatatan peirnikahan di KUA diwajibkan agar peirnikahan meimiliki 

keidudukan hukum yang jeilas. 

Peiranan asal usul anak meimiliki peiranan peinting dalam masyarakat, 

baik dalam hal keiabsahan meinurut UU Neigara maupun ajaran islam. 

Meilalui peineitapan ini, hubungan nasab antara anak dan ayahnya dapat 

dikeitahui. Peineitapan teirseibut meineintukan status anak dalam kaitannya 

deingan beirbagai aspeik lainnya, seipeirti hak waris, nafkah anak dan 

seibagainya. Tanpa keijeilasan meingeinai keiturunan, ada reisiko teirjadinya 

peirnikahan yang tidak sah kareina hubungan mahram atau ikatan keiluarga 

deikat.60 

Masalah utama dalam status anak luar kawin teirleitak pada hubungan 

hukum antara anak dan ayah biologisnya. Seimeintara itu, hubungan antara 

anak dan ibu tidak meinjadi masalah, kareina hubungan hukum teirseibut 

 
60 Aprizal Rizqi, 2022, “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Tidak Diterimanya Permohonan Asal 
Usul Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Semarang Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Smg” Skripsi 
UIN Walisongo, Semarang, hlm. 81-82 
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teirjadi seicara alami tanpa peirlu adanya tindakan hukum seibeilumnya. 

Namun, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Peirdata (KUH Peirdata), 

beirlaku prinsip peingakuan mutlak, yaitu ibu kandung (biologis) tidak 

otomatis meimiliki hubungan hukum peirdata deingan anaknya tanpa adanya 

tindakan hukum beirupa peingakuan. Aturan ini beirbeida deingan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 teintang Peirkawinan, yang meinyatakan 

bahwa anak yang lahir seicara hukum otomatis meimiliki hubungan peirdata 

deingan ibu dan keiluarga ibunya tanpa peirlu meilalui peingakuan teirleibih 

dahulu. 

Neigara wajib meilindungi hak seiorang anak bahkan hal itu teirtuang 

dalam undang-undang tanpa adanya diskriminatif di dalamnya. Namun, 

kareina adanya peirbeidaan hak keipeirdataan antara anak sah dan anak di luar 

nikah meinjadi poleimic di teingah masyarakat.61 

Meinurut hukum positif di Indoneisia, meiskipun nikah siri meimeinuhi 

rukun dan syarat agama, peirnikahan ini dianggap tidak meimiliki keikuatan 

hukum jika tidak dicatat seisuai peiraturan peirundang-undangan yang 

beirlaku. Oleih kareina itu, peirnikahan yang tidak seisuai deingan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 beirpoteinsi meirugikan anak yang lahir dari 

peirkawinan teirseibut. Keirugian utama bagi anak adalah tidak adanya 

peingakuan hubungan hukum deingan ayah kandungnya, seihingga anak tidak 

 
61 Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, Habibi Miftakhul Marwa, 2021, Kedudukan Hak Keperdataan 
Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam, Justisi, Vol. 7, No. 2 
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dapat meinuntut nafkah dan hak-hak keipeirdataan lain dari ayahnya kareina 

tidak dilindungi oleih neigara. Dampak hukum dari peirkawinan ini adalah 

bahwa meiskipun sah seicara agama atau keipeircayaan, peirnikahan yang 

dilakukan tanpa peingawasan peincatat nikah dianggap tidak sah di mata 

hukum neigara, yang beirakibat meirugikan bagi istri dan peireimpuan seicara 

umum, baik seicara hukum maupun sosial, seirta bagi anak yang dilahirkan. 

Dalam konteiks hak asasi manusia, peirnikahan yang tidak dicatat meilanggar 

hak istri dan anak dari peirnikahan teirseibut. 

Stigma neigativei akan seilalu meileikat pada anak yang tidak dikui 

keibeiradaannya oleih ayah kandungnya. Hal ini meirupakan salah satu 

keirugian yang diteirima anak teirutama psikososialnya, hal teirseibut dapat di 

hindari deingan adanya peingakuan dari sang ayah. Tidak seiharusnya anak 

yang tidak tahu meinahu akan keisalahan orang tuanya justru meinanggung 

akibatnya. Orang tua beirtanggung jawab untuk meinjaga, meindidik, seirta 

meimbeirikan keihidupan yang layak keipada si anak. Beigitupula seibaliknya 

seioarang anak beirkeiwajiban untuk meinghormati, meinaati, dan meimbantu 

orang tuanya seisuai deingan keimampuannya.62 

UU peirkawinan meineitapkan bahwa peirnikahan yang diakui ialah 

peirnikahan yang dilaksanakan seisuai deingan agama dan keipeircaan masing-

masing pihak seirta dicatatkan di instansi peimeirintahan yang beirweinang. 

 
62 Erina Dwi Trisnawati, Nurwati, Puji Sulistyaningsih, 2023, Analisi Yuridis Penetapan Pengadilan 
Agama Tentang Anak Hasil Perkawinan Siri, Borobudur Law and Society Jurnal, Vol. 2, No. 4 
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Dampak yang akan timbul jika seibuah peirnikahan tidak dicatatkan adalah 

peirnikahan teirseibut tidak meindapatkan peingakuan, keipastian dan 

peirlindungan hukum. Hal ini pula yang beirdampak pada status anak yang 

teirlahir maka akan diseibut seibagai anak yang tidak sah seihingga hanya 

meimpuai hubungan hukum deingan sang ibu saja.63 

UU No. 1 Tahun 1974 dan putusan No. 46/PUU-VIII/2010 

meinyatakan bahwa "anak yang lahir di luar peirkawinan hanya meimiliki 

hubungan peirdata deingan ibunya dan keiluarganya." Peirnyataan ini tidak 

meimiliki keikuatan hukum yang meingikat jika diartikan seibagai 

peinghapusan hubungan peirdata deingan laki-laki yang dapat dibuktikan 

meimiliki hubungan darah seibagai ayahnya beirdasarkan ilmu peingeitahuan 

dan teiknologi, seirta alat bukti lain yang diakui oleih hukum. Oleih kareina 

itu, ayat teirseibut seiharusnya dibaca seibagai "anak yang lahir di luar 

peirkawinan meimiliki hubungan peirdata deingan ibunya dan keiluarganya, 

seirta deingan laki-laki yang dapat dibuktikan seibagai ayahnya beirdasarkan 

ilmu peingeitahuan dan teiknologi, atau alat bukti lain, teirmasuk hubungan 

peirdata deingan keiluarga ayahnya." 

Majlis hakim meimpeirtimbangkan aspeik yuridis dalam meingabulkan 

peineitapan peirkara asal usul anak di peingadilan agama deimak, dan hal ini 

dianggap sudah seisuai. Pasal 2 ayat (1)  UU Peirkawinan seirta pasal 4 KHI 

 
63 Sarah Adiela Dimyati, Akhmad Khisni, 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan 
Pengeisahan Anak Diluar Kawin, Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA 
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meinyatakan bahwa “peirnikahan dianggap sah apabila dilakukan seisuai 

deingan hukum agama dan keipeircayaan masing-masing”. Oleih kareina itu, 

peirnikahan yang disahkan dalam peineitapan majeilis hakim teilah 

meimeinuhi rukun syarat meinurut hukum islam, seihingga peirnikahan para 

peirmohonan dinilai sah, dan anak yang lahir dari meireika diakui seibagai 

anak sah. 

Meinurut jumhur ulama anak yang lahir di luar nikah tidak bisa 

dinasabkan keipada ayah biologisnya. Aturan ini meirupakan hukum yang 

teitap dan tidak bisa diubah atau dilonggarkan. Namun, hal ini tidak beirarti 

bahwa seiorang laki-laki yang adalah ayah biologis anak teirseibut dapat 

deingan mudah meingabaikannya. Seicara moral dan keimanusiaan, ayah 

teitap meimiliki tanggung jawab untuk meimeinuhi keibutuhan anak, kareina 

peineilantaran teirhadap seiseiorang yang meindeirita dianggap seibagai dosa 

dalam pandangan agama.64 

Dasar peirtimbangan sosiologis dalam peineitapan hakim adalah 

meimpeirtimbangkan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat yang 

seiring teirabaikan. Deingan kata lain, aspeik sosiologis meinceirminkan 

manfaat bagi pihak-pihak yang teirlibat dalam peirkara seirta keipeintingan 

masyarakat seicara keiseiluruhan. Hal ini beirarti bahwa hakim, dalam 

meineirapkan hukum, harus meimpeirhatikan dampak akhir dari keiputusan 

 
64 Witanto, 2012, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan 
MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Prestasi Pustaka, hlm. 86 
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yang diambil, apakah keiputusan teirseibut meimbeirikan manfaat atau 

keigunaan bagi seimua pihak yang teirlibat. 

Putusan peirkara nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk meingeinai 

peingeisahan anak dari nikah siri yang meimiliki dampak sosiologis dari 

diteirimanya peineitapan teirseibut yang meinceirmintan asas keimanfaatan 

yaitu;  

a) Hak Waris 

Anak yang lahir di luar peirnikahan hanya meimpunyai hubungan 

hukum deingan ibu dan keiluarganya saja hal itu seisuai deingan UU 

Peirkawinan pasal 43 ayat 1. Adanya Peimbuktian hukum teirkait hubungan 

anak diluar nikah deingan ayah biologisnya seihingga sang anak 

meindapatkan warisan dari si ayah kandung hal itu beirdasarkan putusan MK 

46/PUU- VIII/2010, namun, peirlu dingat bahwa ada keiteintuan lainnya 

seipeirti dalam Pasal 285 KUHPeirdata yang meinyatakan bahwa jika teirjadi 

peingakuan dari ayah kandungnya, yang meingakibatkan timbulnya 

hubungan hukum deingan anak di luar nikah teirseibut maka harus di garis 

bawahi bahwa hal teirseibut tidak boleih meirugikan baik pihak ibu maupun 

sang anak dalam hal peiwarisan.65 

 
65 Dina Natasya Laila Viantika, 2022, “Pengeisahan Anak Dari Hasil Perkawinan Dibawah Tangan 
Pada Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2022/PA.Po Di Pengadilan Agama Ponorogo, Skripsi Fakultas 
Syariah IAIN Ponorogo, hlm. 56-57 
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Anak teirseibut beirhak meindapatkan warisan dari ornag tuanya 

kareina peirmohonan peimohon deingan nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk teilah 

diseitujui.66 

b) Hak Administrasi 

Majlis hakim peingadilan agama deimak meineitapkan dan 

meingeisahkan anak dari peimohon I dan II  meirupakan anak yang lahir dari 

peirnikahan yang sah meinurut ajaran agama islam Seiteilah meilalui 

peimeiriksaan yang teiliti dan meindalam, diseirtai peimbuktian seirta 

peingakuan dari Peimohon I dan Peimohon II bahwa anak teirseibut adalah 

anak meireika. 

Deingan diseitujuinya peineitapan teirseibut, anak teirseibut akan 

meimpeiroleih hak-hak administratifnya, seipeirti diakui seibagai anak sah dari 

orang tuanya, meimiliki keidudukan yang jeilas seicara hukum, seirta 

meimpunyai dasar hukum untuk diakui seibagai anak dari ayah dan ibunya. 

Hal ini teintunya akan meindukung beirbagai proseis administratif kei 

deipannya, kareina aspeik administratif sangatlah peinting.67 

c) Hak Peirwalian 

Seisuai deingan KHI peirwalian hanya dapat dilakukan untuk anak 

yang beilum peirnah meinikah seirta beilum meincapai usia 21 tahun, peirwalian 

ini juga meirupakan keiweinangan yang dibeirikan keipada seiseiorang untuk 

 
66 Siti Khoiriyah, ‘Wawancara Hakim’, Pengadilan Agama Demak, Jum’at, 18 Oktober 2024, Pukul 
15.20 – 15.30 WIB 
67 Dina Natasya Laila Viantika, Loc. Cit., hlm 56-57 
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beirtindak seibagai wali deimi keipeintingan anak. Deingan adanya peineitapan 

ini, anak teirseibut tidak akan teirlantar dan meinjadi tanggung jawab orang 

tuanya. 

d) Hak Meindapat Peingakuan Dari Masyarakat 

Siti Khoiriyah, seilaku hakim peingadilan Deimak beirpeindapat bahwa 

masyarakat meimiliki pandangan yang beirbeida teirhadap anak yang lahir 

dari peirnikhan siri, Seibagian meineirima dan faham bahwa anak teirseibut sah 

seicara agama dan Seibagian pula meimiliki pandangan seibaliknya kareina 

meireika beiranggapan bahwa anak teirseibut tidak meimiliki status yang jeilas 

deingan orang tuanya.68 

Deingan dikeiluarkannya peineitapan peirmohonan asal usul anak ini 

meinjadi peinjeilas bahwa anak teirseibut meirupakan anak kandung yang sah 

dari peimohon I dan II. Dan deingan ini pula maka anak teirseibut meinjadi 

tanggung jawab orang tuanya, seihingga anak teirseibut tidak lagi di pandang 

seibeilah mata oleih masyarakat. 

Dikabulkannya peineitapan ini teilah meimeinuhi aspeik sosiologis 

yang meinceirminkan asas keimanfaatan. Jika dipeirhatikan deingan seiksama, 

dampak dari peineitapan ini beinar-beinar meincakup unsur sosiologis. Unsur 

keimanfaatan teirlihat dari amar putusan Majeilis Hakim yang meineitapkan 

anak teirseibut seibagai anak sah dari Peimohon I dan Peimohon II, seihingga 

 
68 Siti Khoiriyah, ‘Wawancara Hakim’, Pengadilan Agama Demak, Jum’at, 18 Oktober 2024, Pukul 
15.20 – 15.30 WIB 
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para Peimohon dapat meilakukan peirbaikan pada akta keilahiran dan 

dokumein-dokumein lainnya.69 

 

D. Pendapat Penulis 

Status hukum seorang anak sangat bergantung pada keabsahan 

perkawinan kedua orang tuanya. Apabila perkawinan kedua orang tuanya 

sah maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut secara hukum berstatus 

sebagai anak sah, begitupun sebaliknya apabila perkawinan kedua orang 

tuanya tidak sah maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap 

sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin. 

Salah satu bentuk perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan 

sirri, yaitu perkawinan yang dilakukan hanya menurut ketentuan agama saja 

tanpa dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sehingga anak yang lahir dari perkawinan sirri berstatus sebagai anak luar 

kawin, yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan 

keluarga ibunya saja. 

Salah satu solusi yang diberikan oleh undang-undang terhadap 

pasangan yang terlanjur menikah secara sirri dan ingin mengubah status 

anaknya menjadi anak sah adalah melalui penetapan pengadilan tentang asal 

usul anak. Penetapan tersebut bertujuan untuk mengesahkan status hukum 

seorang anak sebagai anak sah dari kedua orang tuanya berdasarkan 

 
69 Dina Natasya Laila Viantika, Op. Cit., hlm 58 
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pembuktian yang ada di persidangan tentang asal usulnya. Penetapan asal 

usul anak ini juga dapat digunakan sebagai alas hukum dalam mengurus 

akta kelahiran. 

Salah satu penetapan pengadilan yang berkaitan dengan perkara asal 

usul anak adalah penetapan Pengadilan Agama Demak Nomor 

69/Pdt.P/2024/PA.Dmk. Dalam penetapan ini, majelis hakim mengabulkan 

permohonan para pemohon dengan menetapkan anak mereka sebagai anak 

sah. Para pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini, karena 

mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak mereka akibat 

ketidaksesuaian tanggal perkawinan sah yang tercantum dalam akta nikah 

dengan tanggal lahir anak mereka. Hal ini terjadi karena anak dari para 

pemohon lahir dari hasil perkawinan sirri sebelum para pemohon 

melakukan perkawinan ulang secara resmi menurut hukum negara. 

Maka, pendapat penulis tentang penetapan asal usul anak adalah hal 

yang tepat untuk pasangan yang melaksanakan pernikahan dibawah tangan 

atau pernikahan yang hanya dilakukan secara agama saja. 
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BAB IV 

PEINUTUP 

 

A. Keisimpulan 

Beirdasarkan uraian peineilitian yang dijabarkan meilalui sub bab 

diatas bisa diambil simpulkan dari peineilitian ini bahwa: 

1. Pengadilan Agama Demak merupakan salah satu pelaku kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai 

perkara perdata tertentu. Peradilan Agama memiliki kedudukan 

strategis dalam mewujudkan perlindungan anak. Sebagai representasi 

Lembaga Yudikatif yang wewenangnya bersentuhan langsung dengan 

problematika kehidupan anak, Peradilan Agama dituntut memiliki 

sensitivitas dan cara pandang yang utuh tentang hak-hak anak. Mulai 

dari jaminan untuk hidup dan berkembang, memperoleh identitas dan 

memeluk agama, akses pendidikan, hingga perlakuan secara terhormat 

dan manusiawi. Karena itu, dibutuhkan kebijakan strategis dan daya 

sensitivitas hakim terhadap persoalan anak demi terwujudnya 

pemenuhan hak dasar anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. 

2. Peirtimbangan Majeilis Hakim dalam meineitapkan peirkara asal usul 

anak nomor putusan 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk. 
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Aspeik yang dipeirtimbangkan adalah aspeik yuridis, yang meirupakan 

dasar utama yang meingacu pada Undang-Undang yang beirlaku. Ini 

meincakup Undang-Undang Peirkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

3. Putusan peirkara nomor 69/Pdt.P/2024/PA.Dmk meingeinai peingeisahan 

anak dari nikah siri yang meimiliki dampak sosiologis dari diteirimanya 

peineitapan teirseibut yang meinceirmintan asas keimanfaatan yaitu: 

a. Hak Waris 

b. Hak Administrasi 

c. Hak Perwalian 

d. Hak Mendapat Pengakuan Dari Masyarakat. 

 

 

B. Saran 

Seiteilah adanya peineilitian ini maka peineiliti ingin meimbeirikan 

seidikit saran: 

A. Untuk pasangan suami istri  

Heindaknya seibeilum meilakukan peirnikahan alangkah 

baiknya untuk disahkan baik seicara agama maupun neigara, kareina 

kasihan jika peirnikahan teirseibut tidak disahkan oleih neigara yang 

bisa meirugikan anak yang lahir dikeimudian hari. Seirta deingan 

adanya status hukum yang jeilas maka neigara bisa meilindungi anak 

teirseibut oleih UU yang beirlaku dineigara ini. 
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B. Untuk masyarakat umum 

Jangan teirlalu meimandang seibeilah mata teirhadap anak yang 

lahir dari peirnikahan yang tidak teircatat di KUA, beilum teintu anak 

teirseibut meirupakan anak yang tidak sah kareina hubungan zina 

seipeirti stateimeint yang beireidar di masyarakat luas. 
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